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Abstrak  
Anggaran negara bukan sekadar kumpulan angka pendapatan dan belanja, melainkan arena politik tempat 

pemerintah, parlemen, birokrasi, pemerintah daerah, kelompok kepentingan, pelaku usaha, masyarakat 

sipil, dan warga memperjuangkan prioritas. Setiap alokasi mencerminkan pilihan mengenai siapa yang 

memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, masalah apa yang dianggap mendesak, dan tujuan 

pembangunan apa yang ditunda. Artikel ini menganalisis politik anggaran dan perebutan prioritas 

pembangunan di Indonesia melalui perspektif ekonomi politik, administrasi publik, manajemen strategis, 

dan tata kelola fiskal. Pembahasan dimulai dari fungsi konstitusional APBN sebagai instrumen otorisasi, 

perencanaan, distribusi, stabilisasi, dan pengawasan, lalu menelusuri siklus perencanaan dan penganggaran, 

peran Presiden, Kementerian Keuangan, Bappenas, kementerian/lembaga, DPR, DPD, pemerintah daerah, 

BPK, dan publik. Artikel menguraikan bagaimana ruang fiskal yang terbatas memaksa kompetisi antara 

pendidikan, kesehatan, pangan, energi, perlindungan sosial, infrastruktur, pertahanan, desa, lingkungan, 

dan pembayaran kewajiban. Politik anggaran tidak selalu identik dengan penyimpangan; negosiasi dan 

kompromi merupakan bagian sah demokrasi. Persoalan muncul ketika keputusan didominasi kepentingan 

jangka pendek, program simbolik, patronase, proyek rendah manfaat, earmarking kaku, fragmentasi 

antarinstansi, atau informasi yang tidak seimbang. Artikel juga membahas political budget cycle, pork 

barrel, incrementalism, mandatory spending, subsidi, belanja pusat-daerah, pembiayaan utang, dana abadi, 

dan risiko beban antargenerasi. Dalam konteks APBN 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan, 

energi, Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, UMKM, pertahanan, investasi, 

dan perdagangan sebagai agenda prioritas, menunjukkan besarnya kebutuhan koordinasi dan evaluasi 

manfaat. Argumen utama artikel adalah bahwa kualitas politik anggaran ditentukan bukan hanya oleh 

besaran belanja, tetapi oleh transparansi proses, kualitas bukti, distribusi manfaat, kemampuan pelaksanaan, 

dan evaluasi outcome. Reformasi perlu bergerak menuju penganggaran berbasis hasil, review belanja, 

partisipasi bermakna, keterbukaan data, penguatan analisis DPR, koordinasi pusat-daerah, pengadaan 

terbuka, serta mekanisme penghentian program yang tidak efektif. Tujuan akhirnya adalah menjadikan 

anggaran sebagai kontrak pembangunan yang demokratis, disiplin, adaptif, dan berorientasi kesejahteraan. 

Kata Kunci 
politik anggaran; APBN; prioritas pembangunan; ruang fiskal; DPR; perencanaan; penganggaran berbasis 

kinerja; belanja publik; ekonomi politik; akuntabilitas; Indonesia 

Ringkasan Eksekutif 
Anggaran adalah keputusan politik karena sumber daya terbatas sementara kebutuhan tidak terbatas. 

Menambah satu prioritas berarti mengurangi ruang bagi prioritas lain, menaikkan penerimaan, menambah 

utang, atau menunda kewajiban. Karena itu, perdebatan anggaran selalu mengandung trade-off. 

UUD 1945 menetapkan APBN setiap tahun dengan undang-undang, dibahas Presiden dan DPR dengan 

pertimbangan DPD, serta harus dilaksanakan terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. UU Keuangan Negara menambahkan prinsip tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, dan patut. 
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Politik anggaran memiliki sisi sah dan sisi berisiko. Sisi sah mencakup negosiasi program, representasi 

wilayah, kompromi koalisi, dan koreksi parlemen. Risiko muncul ketika kepentingan privat, elektoral, atau 

birokratis mengalahkan manfaat publik, ketika proyek dipilih karena visibilitas politik, atau ketika evaluasi 

tidak memengaruhi keputusan tahun berikutnya. 

Ruang fiskal dipengaruhi penerimaan, belanja wajib, subsidi, transfer, bunga utang, dan kewajiban lain. 

Semakin besar belanja yang telah terkunci, semakin kecil kemampuan pemerintah merespons krisis atau 

prioritas baru. Fleksibilitas harus dijaga tanpa menghilangkan kepastian layanan dasar. 

Perencanaan dan penganggaran sering mengalami fragmentation. RKP, Renja K/L, RKA-K/L, APBN, 

APBD, dan proyek strategis harus selaras. Ketidakselarasan menghasilkan duplikasi, output tanpa outcome, 

proyek tanpa biaya operasi, dan kesenjangan pusat-daerah. 

Penganggaran berbasis kinerja bertujuan menghubungkan uang dengan hasil, tetapi sering berhenti pada 

indikator output. Jumlah sekolah, kilometer jalan, atau peserta pelatihan belum menjawab apakah hasil 

belajar, waktu tempuh, atau pekerjaan membaik. Outcome budgeting memerlukan data, teori perubahan, 

dan evaluasi. 

APBN 2026 dirancang mendukung sejumlah agenda prioritas nasional. Tantangannya bukan hanya 

menyediakan anggaran, tetapi memastikan setiap agenda memiliki desain, kapasitas pelaksanaan, target 

kelompok, koordinasi, dan mekanisme koreksi. Program besar harus dinilai terhadap opportunity cost dan 

keberlanjutan fiskal. 

Reformasi politik anggaran perlu memperkuat kualitas deliberasi, bukan menghapus politik. Anggaran 

yang baik lahir dari persaingan argumen yang berbasis bukti, keterbukaan kepentingan, analisis distribusi, 

dan accountability. Politik tetap ada, tetapi dipaksa bekerja bagi tujuan publik. 
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Daftar Pustaka 

1. Pendahuluan: Anggaran sebagai Arena Politik 
Anggaran menerjemahkan kekuasaan menjadi alokasi sumber daya. Dalam konteks 1. pendahuluan: 

anggaran sebagai arena politik, anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal 
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dari pajak, penerimaan sumber daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. 

Karena itu, setiap program memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan 

hasil yang dijanjikan. 

Setiap alokasi menghasilkan pemenang dan pihak yang menunggu. Politik anggaran yang sehat tidak 

menghapus kepentingan. Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki 

kepentingan yang sah. Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria 

yang dapat diuji, bukan melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Kelangkaan memaksa pilihan dan prioritas. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami detail 

program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, tetapi 

membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui biaya 

dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Politik anggaran tidak selalu berarti korupsi. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program pencegahan, 

pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. Proyek fisik 

dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi daripada social 

discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Kualitas proses menentukan legitimasi hasil. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan objective, 

theory of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas hanya 

memperbesar anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan 

penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

2. Konstitusi Fiskal dan Fungsi APBN 
APBN ditetapkan dengan undang-undang setiap tahun. Dalam konteks 2. konstitusi fiskal dan fungsi apbn, 

anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, penerimaan sumber 

daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena itu, setiap program 

memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil yang dijanjikan. 

Anggaran memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, distribusi, stabilisasi, dan pengawasan. Politik anggaran 

yang sehat tidak menghapus kepentingan. Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, 

dan warga memiliki kepentingan yang sah. Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses 

terbuka dan kriteria yang dapat diuji, bukan melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Prinsip keterbukaan serta tanggung jawab bersifat konstitusional. Informasi bersifat asimetris. Unit 

pelaksana memahami detail program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR 

memiliki mandat politik, tetapi membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi 

tidak selalu mengetahui biaya dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

DPR memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program 

pencegahan, pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. 

Proyek fisik dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi 

daripada social discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 
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Keuangan negara digunakan mencapai tujuan bernegara. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan 

objective, theory of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas 

hanya memperbesar anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan 

penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator 

Prioritas Masalah apa yang diselesaikan? Outcome dan baseline 

Distribusi Siapa membayar dan menerima? Incidence, wilayah, kelompok 

Efisiensi Apakah alternatif lebih murah? Unit cost, benchmark 

Pelaksanaan Apakah kapasitas tersedia? Waktu, SDM, pengadaan 

Keberlanjutan Apa kewajiban masa depan? Opex, utang, risiko 

 

3. Dari Perencanaan menuju Penganggaran 
Perencanaan menetapkan tujuan dan prioritas. Dalam konteks 3. dari perencanaan menuju penganggaran, 

anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, penerimaan sumber 

daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena itu, setiap program 

memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil yang dijanjikan. 

Penganggaran menerjemahkan rencana menjadi sumber daya. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus 

kepentingan. Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki 

kepentingan yang sah. Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria 

yang dapat diuji, bukan melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

RKP menjadi pedoman RAPBN. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami detail program, 

sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, tetapi 

membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui biaya 

dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Renja dan RKA harus selaras. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program pencegahan, pendidikan, 

iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. Proyek fisik dan bantuan 

langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi daripada social discount rate, 

sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Kesenjangan perencanaan-penganggaran mengurangi efektivitas. Dari perspektif manajemen, prioritas 

memerlukan objective, theory of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label 

prioritas hanya memperbesar anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga 

membutuhkan penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik. 
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Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

4. Aktor-Aktor dalam Politik Anggaran 
Presiden menetapkan arah dan mengajukan RAPBN. Dalam konteks 4. aktor-aktor dalam politik anggaran, 

anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, penerimaan sumber 

daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena itu, setiap program 

memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil yang dijanjikan. 

Kementerian Keuangan menjaga fiskal dan alokasi. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus 

kepentingan. Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki 

kepentingan yang sah. Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria 

yang dapat diuji, bukan melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Bappenas mengoordinasikan perencanaan pembangunan. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana 

memahami detail program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki 

mandat politik, tetapi membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak 

selalu mengetahui biaya dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

DPR membahas dan menyetujui. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program pencegahan, pendidikan, 

iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. Proyek fisik dan bantuan 

langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi daripada social discount rate, 

sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

K/L, daerah, donor, bisnis, dan publik memengaruhi. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan 

objective, theory of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas 

hanya memperbesar anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan 

penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

5. Ruang Fiskal dan Kelangkaan Sumber Daya 
Ruang fiskal adalah kapasitas membiayai prioritas baru. Dalam konteks 5. ruang fiskal dan kelangkaan 

sumber daya, anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, 

penerimaan sumber daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena 

itu, setiap program memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil 

yang dijanjikan. 

Belanja wajib dan bunga mengurangi fleksibilitas. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus 

kepentingan. Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki 

kepentingan yang sah. Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria 

yang dapat diuji, bukan melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 
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Penerimaan menentukan kemampuan negara. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami detail 

program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, tetapi 

membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui biaya 

dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Krisis membutuhkan buffer. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program pencegahan, pendidikan, 

iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. Proyek fisik dan bantuan 

langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi daripada social discount rate, 

sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Ruang fiskal memiliki dimensi politik dan teknis. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan 

objective, theory of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas 

hanya memperbesar anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan 

penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator 

Prioritas Masalah apa yang diselesaikan? Outcome dan baseline 

Distribusi Siapa membayar dan menerima? Incidence, wilayah, kelompok 

Efisiensi Apakah alternatif lebih murah? Unit cost, benchmark 

Pelaksanaan Apakah kapasitas tersedia? Waktu, SDM, pengadaan 

Keberlanjutan Apa kewajiban masa depan? Opex, utang, risiko 

 

6. Prioritas Pembangunan sebagai Pilihan Nilai 
Prioritas mencerminkan gagasan tentang keadilan dan kemajuan. Dalam konteks 6. prioritas pembangunan 

sebagai pilihan nilai, anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari 

pajak, penerimaan sumber daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. 

Karena itu, setiap program memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan 

hasil yang dijanjikan. 

Pertumbuhan, pemerataan, dan ketahanan dapat bersaing. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus 

kepentingan. Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki 

kepentingan yang sah. Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria 

yang dapat diuji, bukan melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Kelompok berbeda memiliki preferensi berbeda. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami 

detail program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, 

tetapi membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui 

biaya dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 
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Visibilitas politik memengaruhi pilihan. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program pencegahan, 

pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. Proyek fisik 

dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi daripada social 

discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Analisis harus membuka trade-off. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan objective, theory of 

change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas hanya memperbesar 

anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan penanggung jawab 

dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

7. Politik Penerimaan Negara 
Pajak menentukan siapa membiayai negara. Dalam konteks 7. politik penerimaan negara, anggaran harus 

dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, penerimaan sumber daya, dividen, 

dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena itu, setiap program memiliki dimensi 

legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil yang dijanjikan. 

Tarif, insentif, dan kepatuhan memiliki distribusi berbeda. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus 

kepentingan. Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki 

kepentingan yang sah. Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria 

yang dapat diuji, bukan melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

PNBP terkait sumber daya dan layanan. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami detail 

program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, tetapi 

membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui biaya 

dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Tax expenditure sering kurang terlihat. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program pencegahan, 

pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. Proyek fisik 

dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi daripada social 

discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Legitimasi penerimaan bergantung manfaat serta fairness. Dari perspektif manajemen, prioritas 

memerlukan objective, theory of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label 

prioritas hanya memperbesar anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga 

membutuhkan penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 
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8. Politik Belanja dan Distribusi Manfaat 
Belanja dapat universal atau tertarget. Dalam konteks 8. politik belanja dan distribusi manfaat, anggaran 

harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, penerimaan sumber daya, 

dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena itu, setiap program memiliki 

dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil yang dijanjikan. 

Distribusi wilayah dan kelompok menjadi arena negosiasi. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus 

kepentingan. Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki 

kepentingan yang sah. Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria 

yang dapat diuji, bukan melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Belanja modal dan sosial memiliki horizon berbeda. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami 

detail program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, 

tetapi membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui 

biaya dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Beneficiary incidence perlu dianalisis. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program pencegahan, 

pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. Proyek fisik 

dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi daripada social 

discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Besaran belum menunjukkan kualitas. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan objective, theory 

of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas hanya memperbesar 

anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan penanggung jawab 

dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator 

Prioritas Masalah apa yang diselesaikan? Outcome dan baseline 

Distribusi Siapa membayar dan menerima? Incidence, wilayah, kelompok 

Efisiensi Apakah alternatif lebih murah? Unit cost, benchmark 

Pelaksanaan Apakah kapasitas tersedia? Waktu, SDM, pengadaan 

Keberlanjutan Apa kewajiban masa depan? Opex, utang, risiko 

 

9. Mandatory Spending, Earmarking, dan Fleksibilitas 
Earmarking melindungi sektor penting. Dalam konteks 9. mandatory spending, earmarking, dan 

fleksibilitas, anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, 

penerimaan sumber daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena 
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itu, setiap program memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil 

yang dijanjikan. 

Kewajiban dapat mengunci anggaran. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus kepentingan. 

Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki kepentingan yang sah. 

Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria yang dapat diuji, bukan 

melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Target persentase tidak menjamin outcome. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami detail 

program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, tetapi 

membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui biaya 

dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Fleksibilitas diperlukan untuk shock. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program pencegahan, 

pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. Proyek fisik 

dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi daripada social 

discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Review periodik menjaga relevansi. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan objective, theory of 

change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas hanya memperbesar 

anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan penanggung jawab 

dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

10. Incrementalism dan Sulitnya Menghentikan Program 
Anggaran sering berubah sedikit dari tahun sebelumnya. Dalam konteks 10. incrementalism dan sulitnya 

menghentikan program, anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari 

pajak, penerimaan sumber daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. 

Karena itu, setiap program memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan 

hasil yang dijanjikan. 

Base budget memberi stabilitas. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus kepentingan. Kementerian, 

daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki kepentingan yang sah. Tantangannya 

adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria yang dapat diuji, bukan melalui akses 

personal atau tekanan tersembunyi. 

Program memiliki organisasi dan penerima yang mempertahankan. Informasi bersifat asimetris. Unit 

pelaksana memahami detail program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR 

memiliki mandat politik, tetapi membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi 

tidak selalu mengetahui biaya dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Sunk cost dan politik menghambat penghentian. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program 

pencegahan, pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. 

Proyek fisik dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi 

daripada social discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 
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Spending review diperlukan. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan objective, theory of change, 

resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas hanya memperbesar anggaran 

tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan penanggung jawab dan 

mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

11. Anggaran Berbasis Kinerja dan Outcome 
Performance budgeting menghubungkan uang dengan hasil. Dalam konteks 11. anggaran berbasis kinerja 

dan outcome, anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, 

penerimaan sumber daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena 

itu, setiap program memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil 

yang dijanjikan. 

Output mudah diukur tetapi belum tentu bermakna. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus 

kepentingan. Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki 

kepentingan yang sah. Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria 

yang dapat diuji, bukan melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Outcome dipengaruhi banyak faktor. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami detail 

program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, tetapi 

membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui biaya 

dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Indikator dapat dimanipulasi. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program pencegahan, pendidikan, 

iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. Proyek fisik dan bantuan 

langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi daripada social discount rate, 

sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Evaluasi perlu memengaruhi alokasi. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan objective, theory 

of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas hanya memperbesar 

anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan penanggung jawab 

dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator 

Prioritas Masalah apa yang diselesaikan? Outcome dan baseline 

Distribusi Siapa membayar dan menerima? Incidence, wilayah, kelompok 

Efisiensi Apakah alternatif lebih murah? Unit cost, benchmark 

Pelaksanaan Apakah kapasitas tersedia? Waktu, SDM, pengadaan 
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Keberlanjutan Apa kewajiban masa depan? Opex, utang, risiko 

 

12. Peran DPR dalam Otorisasi dan Pengawasan 
DPR mewakili kepentingan rakyat dan wilayah. Dalam konteks 12. peran dpr dalam otorisasi dan 

pengawasan, anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, 

penerimaan sumber daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena 

itu, setiap program memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil 

yang dijanjikan. 

Pembahasan anggaran harus substantif. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus kepentingan. 

Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki kepentingan yang sah. 

Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria yang dapat diuji, bukan 

melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Kapasitas analisis sangat penting. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami detail program, 

sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, tetapi 

membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui biaya 

dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Transparansi rapat meningkatkan akuntabilitas. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program 

pencegahan, pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. 

Proyek fisik dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi 

daripada social discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Pengawasan pelaksanaan sama penting dengan persetujuan. Dari perspektif manajemen, prioritas 

memerlukan objective, theory of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label 

prioritas hanya memperbesar anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga 

membutuhkan penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator 

Prioritas Masalah apa yang diselesaikan? Outcome dan baseline 

Distribusi Siapa membayar dan menerima? Incidence, wilayah, kelompok 

Efisiensi Apakah alternatif lebih murah? Unit cost, benchmark 

Pelaksanaan Apakah kapasitas tersedia? Waktu, SDM, pengadaan 

Keberlanjutan Apa kewajiban masa depan? Opex, utang, risiko 
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13. Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Koordinasi Pusat 
Perencanaan dan fiskal memiliki perspektif berbeda. Dalam konteks 13. bappenas, kementerian keuangan, 

dan koordinasi pusat, anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari 

pajak, penerimaan sumber daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. 

Karena itu, setiap program memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan 

hasil yang dijanjikan. 

Koordinasi mencegah rencana tanpa dana. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus kepentingan. 

Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki kepentingan yang sah. 

Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria yang dapat diuji, bukan 

melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Kemenkeu menjaga agregat dan risiko. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami detail 

program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, tetapi 

membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui biaya 

dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Bappenas menjaga konsistensi pembangunan. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program 

pencegahan, pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. 

Proyek fisik dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi 

daripada social discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Joint process harus berbasis data. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan objective, theory of 

change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas hanya memperbesar 

anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan penanggung jawab 

dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

14. Kementerian/Lembaga dan Politik Birokrasi 
K/L mempertahankan mandat dan anggaran. Dalam konteks 14. kementerian/lembaga dan politik birokrasi, 

anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, penerimaan sumber 

daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena itu, setiap program 

memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil yang dijanjikan. 

Birokrasi memiliki informasi lebih dari pusat. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus kepentingan. 

Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki kepentingan yang sah. 

Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria yang dapat diuji, bukan 

melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Budget maximization dapat terjadi. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami detail program, 

sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, tetapi 

membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui biaya 

dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 
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Fragmentasi program menimbulkan duplikasi. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program 

pencegahan, pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. 

Proyek fisik dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi 

daripada social discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Leadership dan review lintas sektor diperlukan. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan 

objective, theory of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas 

hanya memperbesar anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan 

penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

15. Pusat-Daerah dan Politik Transfer 
Transfer membiayai layanan dan pemerataan. Dalam konteks 15. pusat-daerah dan politik transfer, 

anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, penerimaan sumber 

daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena itu, setiap program 

memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil yang dijanjikan. 

Formula dan diskresi memiliki trade-off. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus kepentingan. 

Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki kepentingan yang sah. 

Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria yang dapat diuji, bukan 

melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Daerah memiliki kebutuhan dan kapasitas berbeda. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami 

detail program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, 

tetapi membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui 

biaya dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Dana khusus dapat membantu atau memecah prioritas. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program 

pencegahan, pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. 

Proyek fisik dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi 

daripada social discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Akuntabilitas harus mengikuti kewenangan. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan objective, 

theory of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas hanya 

memperbesar anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan 

penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 
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16. Pork Barrel, Patronase, dan Proyek Elektoral 
Representasi wilayah dapat menghasilkan proyek lokal yang sah. Dalam konteks 16. pork barrel, patronase, 

dan proyek elektoral, anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari 

pajak, penerimaan sumber daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. 

Karena itu, setiap program memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan 

hasil yang dijanjikan. 

Pork barrel mengutamakan keuntungan politik. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus kepentingan. 

Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki kepentingan yang sah. 

Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria yang dapat diuji, bukan 

melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Patronase membuat manfaat kontingen pada dukungan. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana 

memahami detail program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki 

mandat politik, tetapi membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak 

selalu mengetahui biaya dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Kriteria objektif membedakan. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program pencegahan, pendidikan, 

iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. Proyek fisik dan bantuan 

langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi daripada social discount rate, 

sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Open data membantu pengawasan. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan objective, theory of 

change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas hanya memperbesar 

anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan penanggung jawab 

dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

17. Political Budget Cycle 
Belanja dapat berubah menjelang pemilu. Dalam konteks 17. political budget cycle, anggaran harus 

dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, penerimaan sumber daya, dividen, 

dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena itu, setiap program memiliki dimensi 

legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil yang dijanjikan. 

Tidak semua kenaikan menjelang pemilu manipulatif. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus 

kepentingan. Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki 

kepentingan yang sah. Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria 

yang dapat diuji, bukan melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Belanja terlihat lebih menarik secara elektoral. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami 

detail program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, 

tetapi membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui 

biaya dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 
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Aturan fiskal dan lembaga independen membantu. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program 

pencegahan, pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. 

Proyek fisik dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi 

daripada social discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Analisis membutuhkan pola serta counterfactual. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan 

objective, theory of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas 

hanya memperbesar anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan 

penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

18. Subsidi, Bansos, dan Kebijakan Populer 
Subsidi menjaga harga tetapi dapat regresif. Dalam konteks 18. subsidi, bansos, dan kebijakan populer, 

anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, penerimaan sumber 

daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena itu, setiap program 

memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil yang dijanjikan. 

Bansos melindungi rumah tangga rentan. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus kepentingan. 

Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki kepentingan yang sah. 

Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria yang dapat diuji, bukan 

melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Politisasi terjadi saat hak dipersonalisasi. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami detail 

program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, tetapi 

membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui biaya 

dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Targeting dan universalism memiliki trade-off. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program 

pencegahan, pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. 

Proyek fisik dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi 

daripada social discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Komunikasi negara harus dipisahkan dari kandidat. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan 

objective, theory of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas 

hanya memperbesar anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan 

penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 
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19. Infrastruktur, Proyek Strategis, dan Biaya Kesempatan 
Infrastruktur dapat mengubah produktivitas. Dalam konteks 19. infrastruktur, proyek strategis, dan biaya 

kesempatan, anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, 

penerimaan sumber daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena 

itu, setiap program memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil 

yang dijanjikan. 

Megaproyek memiliki visibilitas dan risiko tinggi. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus 

kepentingan. Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki 

kepentingan yang sah. Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria 

yang dapat diuji, bukan melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Biaya operasi sering diabaikan. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami detail program, 

sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, tetapi 

membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui biaya 

dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Land acquisition dan lingkungan memengaruhi. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program 

pencegahan, pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. 

Proyek fisik dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi 

daripada social discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Appraisal harus membandingkan alternatif. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan objective, 

theory of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas hanya 

memperbesar anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan 

penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

20. Utang, Pembiayaan, dan Keadilan Antargenerasi 
Utang memindahkan sumber daya antarwaktu. Dalam konteks 20. utang, pembiayaan, dan keadilan 

antargenerasi, anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, 

penerimaan sumber daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena 

itu, setiap program memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil 

yang dijanjikan. 

Pembiayaan produktif dapat adil. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus kepentingan. Kementerian, 

daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki kepentingan yang sah. Tantangannya 

adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria yang dapat diuji, bukan melalui akses 

personal atau tekanan tersembunyi. 

Beban bunga mengurangi ruang fiskal. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami detail 

program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, tetapi 
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membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui biaya 

dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Risiko mata uang dan bunga perlu dikelola. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program pencegahan, 

pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. Proyek fisik 

dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi daripada social 

discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Neraca publik mencakup aset serta kewajiban. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan objective, 

theory of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas hanya 

memperbesar anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan 

penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator 

Prioritas Masalah apa yang diselesaikan? Outcome dan baseline 

Distribusi Siapa membayar dan menerima? Incidence, wilayah, kelompok 

Efisiensi Apakah alternatif lebih murah? Unit cost, benchmark 

Pelaksanaan Apakah kapasitas tersedia? Waktu, SDM, pengadaan 

Keberlanjutan Apa kewajiban masa depan? Opex, utang, risiko 

 

21. Pengadaan, Kebocoran, dan Konflik Kepentingan 
Pengadaan mengubah anggaran menjadi barang dan jasa. Dalam konteks 21. pengadaan, kebocoran, dan 

konflik kepentingan, anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari 

pajak, penerimaan sumber daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. 

Karena itu, setiap program memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan 

hasil yang dijanjikan. 

Kolusi dan spesifikasi dapat mengalihkan manfaat. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus 

kepentingan. Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki 

kepentingan yang sah. Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria 

yang dapat diuji, bukan melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

E-procurement bukan solusi tunggal. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami detail 

program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, tetapi 

membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui biaya 

dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Beneficial ownership dan open contracting penting. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program 

pencegahan, pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. 
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Proyek fisik dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi 

daripada social discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Integritas proses menentukan value for money. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan objective, 

theory of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas hanya 

memperbesar anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan 

penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

22. Transparansi, Partisipasi, dan Peran Publik 
Keterbukaan memperbaiki informasi dan kepercayaan. Dalam konteks 22. transparansi, partisipasi, dan 

peran publik, anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, 

penerimaan sumber daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena 

itu, setiap program memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil 

yang dijanjikan. 

Partisipasi dapat ditangkap kelompok terorganisasi. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus 

kepentingan. Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki 

kepentingan yang sah. Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria 

yang dapat diuji, bukan melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Data perlu mudah dipahami. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami detail program, 

sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, tetapi 

membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui biaya 

dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Media dan kampus memberi analisis independen. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program 

pencegahan, pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. 

Proyek fisik dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi 

daripada social discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Feedback harus memengaruhi keputusan. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan objective, 

theory of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas hanya 

memperbesar anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan 

penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

23. Studi Kasus Perebutan Prioritas 
Kasus menunjukkan trade-off konkret. Dalam konteks 23. studi kasus perebutan prioritas, anggaran harus 

dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, penerimaan sumber daya, dividen, 
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dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena itu, setiap program memiliki dimensi 

legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil yang dijanjikan. 

Kelompok dan wilayah menerima dampak berbeda. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus 

kepentingan. Kementerian, daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki 

kepentingan yang sah. Tantangannya adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria 

yang dapat diuji, bukan melalui akses personal atau tekanan tersembunyi. 

Kebijakan populer dapat memiliki biaya tersembunyi. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana 

memahami detail program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki 

mandat politik, tetapi membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak 

selalu mengetahui biaya dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Kapasitas implementasi menentukan. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program pencegahan, 

pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. Proyek fisik 

dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi daripada social 

discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Evaluasi perlu melihat alternatif. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan objective, theory of 

change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas hanya memperbesar 

anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan penanggung jawab 

dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

24. Peta Jalan Reformasi Politik Anggaran 2026-2035 
Reformasi dimulai dari data dan kualitas proses. Dalam konteks 24. peta jalan reformasi politik anggaran 

2026-2035, anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, 

penerimaan sumber daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena 

itu, setiap program memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil 

yang dijanjikan. 

Spending review harus rutin. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus kepentingan. Kementerian, 

daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki kepentingan yang sah. Tantangannya 

adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria yang dapat diuji, bukan melalui akses 

personal atau tekanan tersembunyi. 

DPR memerlukan dukungan analitis. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami detail 

program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, tetapi 

membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui biaya 

dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Koordinasi pusat-daerah diperkuat. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program pencegahan, 

pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. Proyek fisik 

dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi daripada social 

discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 
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Outcome menjadi pusat pertanggungjawaban. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan objective, 

theory of change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas hanya 

memperbesar anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan 

penanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik. 

Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 

Dimensi Pertanyaan Pengendali Indikator 

Prioritas Masalah apa yang diselesaikan? Outcome dan baseline 

Distribusi Siapa membayar dan menerima? Incidence, wilayah, kelompok 

Efisiensi Apakah alternatif lebih murah? Unit cost, benchmark 

Pelaksanaan Apakah kapasitas tersedia? Waktu, SDM, pengadaan 

Keberlanjutan Apa kewajiban masa depan? Opex, utang, risiko 

 

25. Kesimpulan: Anggaran sebagai Kontrak Pembangunan 
Anggaran mengikat negara dan warga. Dalam konteks 25. kesimpulan: anggaran sebagai kontrak 

pembangunan, anggaran harus dipahami sebagai keputusan distributif. Uang publik berasal dari pajak, 

penerimaan sumber daya, dividen, dan pembiayaan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Karena 

itu, setiap program memiliki dimensi legitimasi: sumber dana, penerima manfaat, dasar hukum, dan hasil 

yang dijanjikan. 

Prioritas harus dapat dijelaskan. Politik anggaran yang sehat tidak menghapus kepentingan. Kementerian, 

daerah, partai, kelompok usaha, pekerja, petani, dan warga memiliki kepentingan yang sah. Tantangannya 

adalah mengagregasi kepentingan melalui proses terbuka dan kriteria yang dapat diuji, bukan melalui akses 

personal atau tekanan tersembunyi. 

Politik tidak dapat dihilangkan tetapi dapat ditata. Informasi bersifat asimetris. Unit pelaksana memahami 

detail program, sedangkan pengelola fiskal memahami agregat dan risiko. DPR memiliki mandat politik, 

tetapi membutuhkan dukungan teknis. Warga memahami kebutuhan lokal, tetapi tidak selalu mengetahui 

biaya dan alternatif. Institusi perlu menggabungkan pengetahuan tersebut. 

Disiplin dan demokrasi harus berjalan bersama. Dimensi waktu menjadi sangat penting. Program 

pencegahan, pendidikan, iklim, atau pemeliharaan memberi manfaat jangka panjang tetapi kurang terlihat. 

Proyek fisik dan bantuan langsung memberi manfaat segera. Political discount rate sering lebih tinggi 

daripada social discount rate, sehingga anggaran cenderung memilih hal yang cepat terlihat. 

Tujuan akhir adalah manfaat publik. Dari perspektif manajemen, prioritas memerlukan objective, theory of 

change, resource, risk, governance, dan metric. Tanpa unsur tersebut, label prioritas hanya memperbesar 

anggaran tanpa meningkatkan kemampuan. Program lintas sektor juga membutuhkan penanggung jawab 

dan mekanisme penyelesaian konflik. 
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Prinsip utama adalah opportunity cost transparency. Setiap keputusan besar sebaiknya menjelaskan 

alternatif yang tidak dipilih, konsekuensi fiskal, dan distribusi manfaat. Dengan cara itu, politik anggaran 

berubah dari perebutan angka menjadi deliberasi pembangunan. 
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Studi Kasus Perebutan Prioritas Pembangunan 

Kasus 1: Pendidikan versus Infrastruktur 

Pemerintah menghadapi pilihan menambah sekolah, memperbaiki kualitas guru, atau membangun jalan. 

Jalan dapat meningkatkan akses dan pertumbuhan, sementara pendidikan memberi manfaat jangka panjang. 

Keputusan tidak harus salah satu, tetapi sequencing, wilayah, dan pembiayaan perlu dijelaskan. Persentase 

anggaran pendidikan tidak otomatis menjawab komposisi terbaik. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa keputusan anggaran harus menilai manfaat bersih, distribusi, kapasitas, 

dan alternatif. Narasi moral atau politik tidak cukup tanpa bukti serta mekanisme koreksi. 

Kasus 2: Subsidi Energi versus Perlindungan Sosial 

Menahan harga energi melindungi semua pengguna tetapi memberi manfaat besar kepada konsumsi tinggi. 

Bantuan tertarget lebih progresif, tetapi data dan administrasi dapat mengecualikan. Reformasi memerlukan 

transisi, komunikasi, transportasi publik, dan kompensasi. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa keputusan anggaran harus menilai manfaat bersih, distribusi, kapasitas, 

dan alternatif. Narasi moral atau politik tidak cukup tanpa bukti serta mekanisme koreksi. 

Kasus 3: Program Makan Bergizi Gratis 

Program gizi memiliki tujuan manusia dan produktivitas. Tantangannya adalah target, menu, logistik, 

keamanan, kapasitas lokal, dan evaluasi. Skala besar dapat menggeser program lain; karena itu outcome 

gizi dan belajar harus diukur, bukan jumlah porsi saja. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa keputusan anggaran harus menilai manfaat bersih, distribusi, kapasitas, 

dan alternatif. Narasi moral atau politik tidak cukup tanpa bukti serta mekanisme koreksi. 

Kasus 4: Pertahanan versus Layanan Dasar 

Ketahanan nasional memerlukan pertahanan, tetapi manfaatnya berupa risiko yang dicegah dan sulit diukur. 

Belanja harus mempertimbangkan ancaman, kesiapan, industri, dan opportunity cost. Kerahasiaan sah tidak 

boleh menghapus audit. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa keputusan anggaran harus menilai manfaat bersih, distribusi, kapasitas, 

dan alternatif. Narasi moral atau politik tidak cukup tanpa bukti serta mekanisme koreksi. 

Kasus 5: Infrastruktur Ibu Kota dan Daerah Tertinggal 

Proyek nasional dapat menciptakan pusat pertumbuhan, tetapi membutuhkan dana besar. Daerah meminta 

layanan dasar. Appraisal harus melihat manfaat jangka panjang, sumber pembiayaan, tahap, dan efek 

distribusi. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa keputusan anggaran harus menilai manfaat bersih, distribusi, kapasitas, 

dan alternatif. Narasi moral atau politik tidak cukup tanpa bukti serta mekanisme koreksi. 

Kasus 6: Dana Desa dan Kapasitas Lokal 

Transfer desa memperkuat otonomi dan pembangunan, tetapi kapasitas bervariasi. Formula, pendampingan, 

audit, dan partisipasi menentukan apakah dana menjadi aset atau kegiatan rutin. 
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Pelajaran kasus ini adalah bahwa keputusan anggaran harus menilai manfaat bersih, distribusi, kapasitas, 

dan alternatif. Narasi moral atau politik tidak cukup tanpa bukti serta mekanisme koreksi. 

Kasus 7: Belanja Kesehatan Preventif versus Kuratif 

Rumah sakit dan pengobatan memiliki tuntutan mendesak, sementara pencegahan memberi manfaat 

kemudian. Politik cenderung membiayai yang terlihat. Health technology assessment dan primary care 

membantu keseimbangan. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa keputusan anggaran harus menilai manfaat bersih, distribusi, kapasitas, 

dan alternatif. Narasi moral atau politik tidak cukup tanpa bukti serta mekanisme koreksi. 

Kasus 8: Program Baru versus Pemeliharaan 
Pemimpin mendapat kredit dari fasilitas baru, bukan pemeliharaan. Akibatnya aset memburuk dan biaya 

total naik. Asset management dan ring-fenced maintenance dapat mengoreksi. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa keputusan anggaran harus menilai manfaat bersih, distribusi, kapasitas, 

dan alternatif. Narasi moral atau politik tidak cukup tanpa bukti serta mekanisme koreksi. 

Kasus 9: Transfer Berbasis Formula versus Aspirasi Politik 

Formula memberi fairness dan kepastian, tetapi tidak menangkap semua kebutuhan. Dana aspirasi dapat 

responsif namun berisiko pork barrel. Kriteria, publikasi, dan evaluasi diperlukan. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa keputusan anggaran harus menilai manfaat bersih, distribusi, kapasitas, 

dan alternatif. Narasi moral atau politik tidak cukup tanpa bukti serta mekanisme koreksi. 

Kasus 10: Hilirisasi dan Insentif Fiskal 

Insentif dapat menarik investasi dan nilai tambah, tetapi mengurangi penerimaan. Pemerintah perlu menilai 

additionality, pekerjaan, transfer teknologi, lingkungan, dan sunset clause. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa keputusan anggaran harus menilai manfaat bersih, distribusi, kapasitas, 

dan alternatif. Narasi moral atau politik tidak cukup tanpa bukti serta mekanisme koreksi. 

Pendalaman Analitis 

A. Anggaran sebagai Institusi Kekuasaan 

Anggaran memberi otorisasi kepada eksekutif untuk memungut dan membelanjakan. Karena itu, kontrol 

anggaran merupakan inti hubungan legislatif-eksekutif. Konflik bukan gangguan, melainkan bagian checks 

and balances. 

Eksekutif memiliki agenda-setting karena menyusun RAPBN dan data. DPR dapat mengubah, menolak, 

atau mengawasi, tetapi waktu serta kapasitas terbatas. Agenda power menentukan pilihan yang dibahas dan 

yang tidak muncul. 

Birokrasi memiliki kekuasaan implementasi. Alokasi yang disetujui dapat berubah melalui detail teknis, 

pengadaan, dan keterlambatan. Politik anggaran berlanjut setelah undang-undang. 
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Lembaga audit mengevaluasi kepatuhan dan kinerja. Namun audit setelah kejadian perlu dihubungkan 

dengan alokasi berikutnya. Learning loop sering lemah. 

Budget institution harus mencegah dominasi satu aktor sekaligus memungkinkan keputusan. Terlalu 

banyak veto menciptakan kelambatan; terlalu sedikit menghasilkan capture. 

B. Incrementalism dan Path Dependence 

Wildavsky menggambarkan penganggaran sebagai proses incremental karena pembuat keputusan tidak 

dapat menilai seluruh alternatif. Tahun lalu menjadi baseline dan perubahan dinegosiasikan. 

Incrementalism memberi stabilitas serta mengurangi konflik. Pegawai, kontrak, dan layanan memerlukan 

kepastian. Namun program lama memperoleh privilege, sementara inovasi harus membuktikan diri. 

Path dependence muncul ketika investasi awal menciptakan biaya lanjut. Jalan membutuhkan 

pemeliharaan, rumah sakit membutuhkan tenaga, dan subsidi menciptakan ekspektasi. Keputusan kecil 

dapat mengunci masa depan. 

Zero-based budgeting menawarkan review dari nol tetapi mahal dan sering simbolik. Spending review 

selektif lebih realistis. 

Sunset clauses, program inventory, dan evaluation calendar membantu melawan inertia. 

C. Budget Maximization dan Birokrasi 

Teori public choice menilai birokrat dapat memaksimalkan anggaran karena meningkatkan kewenangan, 

karier, dan keamanan. Namun birokrat juga memiliki mission dan profesionalisme. 

K/L menggunakan informasi teknis untuk membela program. Pengelola fiskal menggunakan ceiling. 

Konflik dapat menghasilkan efisiensi jika data baik, atau gaming bila indikator lemah. 

Use-it-or-lose-it mendorong belanja akhir tahun. Fleksibilitas carry-over tertentu dapat mengurangi, tetapi 

risiko discipline. 

Spending unit perlu incentive pada outcome dan saving. Penghematan tidak boleh selalu menyebabkan 

pemotongan otomatis karena unit akan menyembunyikan. 

Peer review dan benchmark antarunit memperbaiki. Leadership membangun budaya stewardship. 

D. Politik Pajak dan Tax Expenditure 

Belanja terlihat di anggaran, tetapi pengecualian pajak sering kurang terlihat. Tax expenditure memiliki 

biaya fiskal dan penerima, sehingga harus dievaluasi seperti program. 

Insentif investasi dapat mendorong kegiatan yang memang tidak terjadi tanpa insentif. Jika kegiatan akan 

terjadi, negara kehilangan penerimaan tanpa additionality. 

Pajak konsumsi, penghasilan, kekayaan, dan sumber daya memiliki incidence berbeda. Koalisi politik 

memengaruhi desain. 

Tax morale bergantung fairness dan layanan. Kelompok yang merasa sistem tidak adil mencari avoidance. 

Annual tax expenditure report dan sunset memperbaiki accountability. 
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E. Politik Transfer Pusat-Daerah 
Transfer merupakan instrumen equalization, national standards, dan autonomy. Formula berbasis 

kebutuhan, kapasitas, dan kinerja dapat mengurangi discretion. 

Namun formula dapat menciptakan incentive tidak efisien, misalnya pemekaran atau ketergantungan. 

Perubahan formula menghasilkan pemenang dan penolak. 

Dana khusus memastikan prioritas nasional tetapi mengurangi fleksibilitas daerah. Menu program terlalu 

banyak memecah. 

Matching grants dapat memobilisasi dana daerah tetapi merugikan daerah miskin yang tidak mampu 

matching. Equalization perlu. 

Intergovernmental forum dan data biaya layanan membantu negosiasi. 

F. Participatory Budgeting 

Partisipasi memberi warga suara dan local knowledge. Musrenbang merupakan mekanisme penting, tetapi 

usulan dapat tidak masuk karena keterbatasan dan kewenangan. 

Partisipasi rentan elite capture, attendance bias, dan wish list. Informasi ceiling dan trade-off perlu 

diberikan. 

Participatory budgeting efektif untuk sebagian alokasi yang jelas, bukan seluruh fiskal makro. Feedback 

hasil sangat penting. 

Digital participation memperluas tetapi digital divide. Hybrid format diperlukan. 

Evaluasi harus melihat siapa berpartisipasi, keputusan berubah, dan outcome. 

G. Gender Responsive Budgeting 

Anggaran tampak netral tetapi dampaknya berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Transportasi, kesehatan, 

care, keamanan, dan pekerjaan memiliki pola gender. 

Gender budgeting tidak berarti anggaran khusus perempuan saja, tetapi analisis dampak dan hasil. Data 

terpilah diperlukan. 

Care economy sering tidak terlihat. Investasi childcare dapat meningkatkan partisipasi dan pendapatan. 

Tagging program dapat menjadi formalitas jika tidak memengaruhi desain. Audit outcome penting. 

Pendekatan juga perlu interseksional: wilayah, usia, disabilitas, dan kelas. 

H. Green Budgeting dan Risiko Iklim 

Anggaran memengaruhi emisi dan adaptasi melalui energi, transportasi, pertanian, serta infrastruktur. 

Green tagging membantu, tetapi klasifikasi harus credible. 

Subsidi fosil dapat bertentangan dengan target iklim, namun reformasi memiliki dampak sosial. Just 

transition memerlukan kompensasi dan pekerjaan. 

Climate risk menciptakan contingent liabilities dan kerusakan aset. Budget planning perlu scenario. 

Natural capital dan biodiversity jarang masuk appraisal. Kerusakan masa depan dipandang murah. 
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Green budget statement serta audit membantu alignment. 

I. Anggaran Darurat dan Krisis 

Krisis kesehatan, bencana, dan geopolitik membutuhkan realokasi cepat. Prosedur normal mungkin terlalu 

lambat. 

Emergency power meningkatkan risiko abuse. Batas waktu, tujuan, laporan, dan ex-post audit diperlukan. 

Contingency reserve dan disaster fund memberi buffer. Besarnya merupakan pilihan trade-off dengan 

program saat ini. 

Adaptive social protection mengaktifkan bantuan berdasarkan trigger. Data dan interoperabilitas penting. 

Setelah krisis, program sementara harus exit atau review agar tidak permanen tanpa alasan. 

J. Anggaran dan Keadilan Antargenerasi 

Generasi kini menentukan utang, aset, pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur yang diwariskan. Defisit 

tidak otomatis tidak adil jika membiayai aset produktif. 

Current spending yang dibiayai utang dapat adil saat resesi, tetapi menjadi masalah jika struktural. Golden 

rule memiliki keterbatasan klasifikasi. 

Pensiun dan kesehatan menciptakan kewajiban implisit. Demografi perlu masuk fiscal projection. 

Climate debt dan depletion sumber daya merupakan liabilitas nonkeuangan. Balance sheet lebih lengkap. 

Independent fiscal risk statement membantu debat publik. 

Peta Jalan Reformasi Politik Anggaran 2026-2035 

Tahap 1: Keterbukaan dan Inventaris Program (2026-2027) 

Bangun inventaris seluruh program, tujuan, penerima, biaya, lokasi, dan evaluasi. Publikasikan data 

anggaran dan tax expenditure dalam format terbuka. Perjelas hubungan RKP, APBN, dan APBD. 

Tahap 2: Penguatan Analisis dan Spending Review (2027-2029) 

Lakukan review tematik dan sektoral setiap tahun. DPR memperkuat budget office atau kapasitas 

independen. Hasil evaluasi wajib ditanggapi dalam dokumen anggaran. 

Tahap 3: Outcome Budgeting (2028-2031) 

Kurangi indikator output yang tidak relevan, gunakan outcome, baseline, dan distribution. Program lintas 

K/L memiliki lead institution serta shared metric. 

Tahap 4: Reformasi Transfer dan Pusat-Daerah (2027-2032) 

Sederhanakan menu transfer, kuatkan equalization, biaya standar, dan fleksibilitas berbasis kinerja. 

Integrasikan data pusat-daerah. 
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Tahap 5: Open Contracting dan Asset Management (2026-2032) 
Hubungkan anggaran dengan pengadaan, beneficial ownership, pelaksanaan, dan aset. Biaya pemeliharaan 

menjadi bagian appraisal. 

Tahap 6: Fiscal Risk and Intergenerational Framework (2028-2033) 

Publikasikan risiko utang, BUMN, PPP, pensiun, bencana, dan iklim. Gunakan medium-term dan long-

term projection. 

Tahap 7: Partisipasi Bermakna (2027-2034) 

Berikan informasi ceiling dan trade-off, forum kelompok, citizen budget, dan feedback. Lindungi proses 

dari elite capture. 

Tahap 8: Budaya Penghentian dan Pembelajaran (2029-2035) 

Tetapkan sunset, pilot, scale-up berbasis bukti, dan termination. Penghematan dapat direalokasikan ke 

inovasi. Kegagalan yang dilaporkan tidak selalu dihukum. 

Balanced Scorecard Politik Anggaran 
Perspektif Tujuan Indikator Risiko 

Fiskal Sehat dan fleksibel Defisit, bunga, ruang 

fiskal 

Rigiditas 

Strategi Selaras prioritas RKP-APBN alignment Fragmentasi 

Distribusi Adil Incidence, wilayah, 

gender 

Capture 

Kinerja Outcome Unit cost, hasil Output gaming 

Pelaksanaan Tepat waktu dan mutu Penyerapan, 

procurement 

Rush spending 

Transparansi Dapat diperiksa Open data, rapat Hidden bargain 

Partisipasi Bermakna Representasi, feedback Elite capture 

Keberlanjutan Antargenerasi Aset, risiko, iklim Liabilitas 

Dua Belas Rekomendasi Prioritas 
Pertama, wajibkan setiap prioritas besar menyertakan opportunity cost dan alternatif. 

Kedua, bentuk inventaris program nasional yang menghubungkan anggaran, output, outcome, dan evaluasi. 

Ketiga, lakukan spending review independen dan tematik setiap tahun. 

Keempat, perkuat kapasitas analisis anggaran DPR serta keterbukaan pembahasan. 

Kelima, publikasikan tax expenditure bersama belanja langsung. 
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Keenam, sederhanakan indikator dan fokus pada outcome terpilah. 

Ketujuh, integrasikan perencanaan-penganggaran pusat dan daerah. 

Kedelapan, hubungkan data anggaran, pengadaan, kontrak, pembayaran, dan aset. 

Kesembilan, terapkan sunset clause pada insentif dan program baru. 

Kesepuluh, perkuat citizen budget dan partisipasi dengan informasi trade-off. 

Kesebelas, publikasikan fiscal risk statement jangka menengah-panjang. 

Keduabelas, jadikan evaluasi sebagai dasar scale-up, redesign, atau penghentian. 

Implikasi bagi Pendidikan Manajemen dan IBM-ASMI 
Politik anggaran relevan bagi manajemen karena anggaran adalah alat strategi, koordinasi, motivasi, 

kontrol, dan accountability. Mahasiswa perlu memahami bahwa angka tidak netral; target dan alokasi 

membentuk perilaku organisasi. 

Pengajaran dapat menggunakan kasus prioritas untuk melatih cost-benefit, stakeholder analysis, risk, 

balanced scorecard, dan ethics. Mahasiswa diminta menjelaskan siapa mendapat manfaat dan siapa 

menanggung biaya. 

Public budgeting juga mengajarkan principal-agent, information asymmetry, negotiation, dan performance 

management. Kegagalan program sering bukan kekurangan dana, tetapi desain serta governance. 

IBM-ASMI dapat mengembangkan Budget Policy Lab, mengkaji APBN/APBD, citizen budget, dan 

outcome. Kolaborasi dengan pemerintah daerah serta UMKM memberi pembelajaran terapan. 

Pemimpin bisnis perlu memahami anggaran publik karena memengaruhi pajak, infrastruktur, pengadaan, 

subsidi, dan pasar. Hubungan bisnis-pemerintah harus transparan dan menghindari rent seeking. 

Glossarium 
Anggaran berbasis kinerja: Penganggaran yang menghubungkan alokasi dengan hasil yang diharapkan. 

APBN: Rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

APBD: Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Baseline: Kondisi awal yang menjadi pembanding target. 

Belanja wajib: Belanja yang diwajibkan oleh aturan atau komitmen. 

Budget cycle: Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 

Earmarking: Penguncian penerimaan atau belanja untuk tujuan tertentu. 

Fiscal incidence: Analisis siapa menanggung pajak dan menerima manfaat belanja. 

Fiscal risk: Risiko yang dapat memengaruhi pendapatan, belanja, aset, atau kewajiban pemerintah. 

Incrementalism: Penyusunan anggaran berdasarkan perubahan bertahap dari tahun sebelumnya. 
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Mandatory spending: Kewajiban alokasi minimum atau belanja yang harus dipenuhi. 

Medium-term expenditure framework: Kerangka belanja multi-tahun yang menghubungkan kebijakan 

dan batas fiskal. 

Opportunity cost: Manfaat alternatif terbaik yang dikorbankan. 

Outcome: Perubahan kondisi yang dihasilkan program. 

Output: Barang atau jasa langsung yang dihasilkan. 

Political budget cycle: Perubahan pola fiskal yang terkait siklus pemilu. 

Pork barrel: Alokasi proyek atau manfaat lokal untuk keuntungan politik. 

Ruang fiskal: Kapasitas pemerintah membiayai prioritas baru tanpa mengganggu keberlanjutan. 

Spending review: Evaluasi sistematis atas relevansi, efisiensi, dan efektivitas belanja. 

Tax expenditure: Penerimaan yang hilang akibat pengecualian, insentif, atau perlakuan pajak khusus. 

Value for money: Kombinasi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana. 
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Catatan Kontekstual Indonesia 
Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, serta ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

rakyat. RAPBN diajukan Presiden dan dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 

UU Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan asas pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat peraturan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, dan patut. UU tersebut juga menegaskan 

fungsi anggaran dan penggunaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara. 

Pada 2026, pemerintah menyebut delapan agenda prioritas APBN, mencakup ketahanan pangan, ketahanan 

energi, Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan pemberdayaan koperasi serta 

UMKM, pertahanan, serta investasi dan perdagangan. Daftar tersebut menggambarkan luasnya kompetisi 

alokasi dan kebutuhan evaluasi lintas program. 

Angka, kebijakan, dan struktur APBN dapat berubah melalui pelaksanaan, perubahan asumsi, serta 

keputusan pemerintah dan DPR. Pembaca perlu memeriksa dokumen resmi terbaru ketika menggunakan 

artikel untuk keputusan operasional. 

Penutup Reflektif 
Politik anggaran tidak dapat dihapus karena pembangunan selalu melibatkan pilihan nilai dan kepentingan. 

Yang dapat diperbaiki adalah cara kepentingan dipertemukan. Keputusan harus berlangsung dalam aturan, 

data, dan keterbukaan. 

Anggaran yang besar tidak menjamin negara kuat. Negara kuat mampu memilih, melaksanakan, 

mengevaluasi, dan menghentikan. Disiplin bukan sekadar menahan defisit, tetapi memastikan setiap rupiah 

memiliki alasan dan hasil. 

Prioritas sejati bukan program yang sering disebut dalam pidato, melainkan program yang mendapat 

sumber daya, kapasitas, dan perlindungan dari intervensi. Namun prioritas juga harus tunduk evaluasi. 

Tidak ada program yang kebal hanya karena simbolik. 

https://doi.org/10.1787/9789264307957-en
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Parlemen memiliki peran penting sebagai arena representasi dan kontrol. Kritik terhadap politik tidak boleh 

mengarah pada pengurangan deliberasi. Yang dibutuhkan adalah deliberasi lebih berkualitas, transparan, 

dan didukung analisis. 

Birokrasi memegang pengetahuan serta pelaksanaan. Reformasi harus membangun profesionalisme dan 

incentive untuk mengungkap program lemah. Budaya yang menghukum kegagalan akan mendorong 

penyembunyian. 

Warga berhak mengetahui bukan hanya berapa anggaran, tetapi mengapa, untuk siapa, dan dengan hasil 

apa. Citizen budget dan open data mengubah warga dari penonton menjadi principal. 

Keadilan anggaran juga bersifat antargenerasi. Utang, aset, lingkungan, dan manusia yang dibangun hari 

ini menentukan pilihan generasi berikutnya. Fiscal sustainability adalah bagian keadilan. 

Pada akhirnya, APBN dan APBD adalah kontrak pembangunan. Pemerintah diberi sumber daya, parlemen 

memberi otorisasi, birokrasi melaksanakan, lembaga audit memeriksa, dan warga menilai. Ketika seluruh 

mata rantai bekerja, politik anggaran menjadi demokrasi dalam bentuk paling konkret. 

Catatan Penulis 
Artikel ini disusun untuk kepentingan pengajaran, diskusi akademik, dan pengembangan kebijakan publik. 

IBM-ASMI ditulis lengkap sebagai Institut Bisnis dan Multimedia sesuai permintaan. Naskah 

menggunakan konteks dan sumber yang tersedia sampai Agustus 2026. 
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Pendalaman Komprehensif: Dinamika Politik Anggaran dalam Praktik 

A. Agenda Setting dan Kekuasaan Menentukan Masalah 

Politik anggaran dimulai sebelum angka dibahas. Tahap pertama adalah penentuan masalah apa yang 

dianggap penting. Kemiskinan, pertahanan, stunting, kemacetan, pengangguran, ketahanan pangan, transisi 

energi, atau digitalisasi dapat sama-sama nyata, tetapi tidak semuanya memperoleh perhatian yang sama. 

Agenda setting dipengaruhi kepemimpinan, media, krisis, data, ideologi, dan kemampuan kelompok 

mengartikulasikan tuntutan. 

Kelompok dengan data, akses, dan keahlian lebih mampu membuat masalahnya terlihat. Pelaku industri 

dapat menyusun kajian dan bertemu pembuat kebijakan, sedangkan komunitas terpencil menghadapi biaya 

representasi. Anggaran karenanya dapat bias terhadap organized interests. Mekanisme konsultasi dan data 

wilayah tertinggal diperlukan untuk menyeimbangkan. 

Framing juga menentukan solusi. Masalah kemacetan dapat dibingkai sebagai kekurangan jalan, 

transportasi publik, tata ruang, atau jam kerja. Setiap framing menghasilkan program dan penerima berbeda. 

Analisis anggaran perlu menguji problem definition, bukan hanya biaya program. 

Krisis menciptakan window of opportunity. Program yang lama ditolak dapat diterima saat keadaan 

berubah. Namun urgency dapat mengurangi evaluasi. Emergency decision perlu review setelah krisis agar 

program tidak menjadi permanen tanpa dasar. 

Agenda pemerintah yang terlalu luas menghasilkan label semua penting. Prioritas harus terbatas dan 

berurutan. Strategic discipline berarti mengatakan tidak pada program yang baik tetapi kurang mendesak. 

B. Koalisi Anggaran dan Logrolling 

Keputusan anggaran sering membutuhkan dukungan banyak aktor. Logrolling terjadi ketika legislator atau 

instansi saling mendukung program: saya mendukung proyek Anda jika Anda mendukung program saya. 

Praktik ini dapat menghasilkan kompromi dan representasi, tetapi juga paket yang terlalu besar. 

Dalam demokrasi majemuk, koalisi anggaran diperlukan. Wilayah dan sektor memiliki kebutuhan. 

Larangan negosiasi akan memindahkan ke ruang informal. Yang penting adalah transparansi, batas fiskal, 

dan kualitas setiap komponen. 

Omnibus budget dapat menyembunyikan program lemah di antara program populer. Pembahasan per 

program dan scorecard membantu. Namun terlalu banyak voting item meningkatkan transaction cost. 

Koalisi juga terbentuk antara kementerian, parlemen, daerah, bisnis, dan kelompok penerima. Program yang 

memiliki coalition kuat bertahan meski evaluasi lemah. Diffuse beneficiaries sulit mempertahankan 

program pencegahan. 

Reformasi perlu menciptakan coalition for efficiency: pengelola fiskal, auditor, akademisi, dan pengguna 

layanan mendukung perbaikan. Penghematan harus dapat dialihkan ke prioritas agar ada incentive. 

C. Kekuasaan Angka, Model, dan Asumsi 

Anggaran tampak objektif karena menggunakan angka, tetapi angka dibangun dari asumsi: pertumbuhan, 

inflasi, harga komoditas, kurs, bunga, volume, dan perilaku. Perubahan kecil dapat mengubah ruang fiskal. 

Politik terjadi dalam pemilihan asumsi serta skenario. 



Politik Anggaran dan Perebutan Prioritas Pembangunan 
 

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia) 
 
 

 

Halaman 36 

Forecast bias dapat bersifat optimistis untuk menambah ruang atau konservatif untuk menjaga buffer. 

Keduanya memiliki alasan, tetapi track record perlu diperiksa. Independent forecast atau comparison 

meningkatkan credibility. 

Cost-benefit analysis juga mengandung pilihan discount rate, value of life, environmental cost, dan 

distribution weight. Model tidak menghapus nilai. Dokumentasi asumsi memungkinkan debat. 

Indikator kinerja dapat menghasilkan Goodhart's law: ketika ukuran menjadi target, ia kehilangan kualitas. 

Sekolah mengejar angka kelulusan, instansi mengejar penyerapan. Multiple evidence diperlukan. 

Data gaps sering diisi perkiraan. Kejujuran mengenai uncertainty lebih baik daripada presisi palsu. 

Sensitivity analysis harus menjadi bagian keputusan. 

D. Musrenbang dan Politik Aspirasi 

Musrenbang dirancang menyelaraskan usulan masyarakat dari desa hingga nasional. Ia memberi kanal 

formal, tetapi warga sering kecewa ketika usulan tidak masuk atau tidak mendapat feedback. Proses 

menjadi ritual bila hubungan dengan anggaran lemah. 

Usulan lokal cenderung berupa proyek fisik karena mudah diidentifikasi, sementara reformasi layanan 

membutuhkan keputusan sistem. Fasilitator perlu membantu problem diagnosis dan kewenangan. 

Peserta tidak selalu representatif. Elite desa, organisasi aktif, dan laki-laki dewasa dapat dominan. Outreach 

kepada perempuan, pemuda, disabilitas, dan miskin diperlukan. 

Informasi ceiling harus tersedia sehingga warga melakukan prioritisasi. Tanpa ceiling, forum menghasilkan 

wish list. Participatory scoring dapat digunakan. 

Feedback loop sangat penting: usulan diterima, ditolak, atau dialihkan dengan alasan. Data digital dapat 

melacak tetapi pertemuan tetap diperlukan. 

E. Belanja Pendidikan dan Politik Mandatory Allocation 
Konstitusi dan undang-undang memberikan perhatian besar pada pendidikan. Mandatory allocation 

melindungi sektor dari kompetisi tahunan dan menunjukkan prioritas nasional. Namun persentase tidak 

menjamin mutu, pemerataan, atau komposisi. 

Belanja pendidikan tersebar pada banyak kementerian dan transfer. Klasifikasi dapat menimbulkan 

perdebatan apa yang termasuk. Fokus pada pemenuhan angka dapat menggeser perhatian dari hasil belajar. 

Guru, infrastruktur, beasiswa, perguruan tinggi, vokasi, dan digital bersaing. Belanja pegawai penting untuk 

layanan tetapi mengurangi ruang inovasi. Workforce planning dibutuhkan. 

Daerah memiliki tanggung jawab besar tetapi kapasitas berbeda. Formula transfer dan standar pelayanan 

perlu terhubung. Sekolah terpencil memiliki unit cost lebih tinggi. 

Education spending review harus menghubungkan input dengan attendance, learning, equity, dan transition 

to work. Reformasi membutuhkan waktu lebih panjang dari siklus politik. 

F. Belanja Kesehatan dan Universal Coverage 

Belanja kesehatan mencakup layanan primer, rumah sakit, obat, tenaga, asuransi, preventif, dan public 

health. Kelompok kepentingan berbeda memperjuangkan alokasi. Teknologi medis mahal memiliki suara 

kuat, pencegahan kurang terlihat. 
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Universal coverage meningkatkan akses tetapi dapat menciptakan tekanan klaim. Provider payment 

memengaruhi perilaku. Anggaran harus menyeimbangkan kecukupan, efisiensi, dan kualitas. 

Health technology assessment membantu menentukan layanan yang dibiayai, tetapi keputusan mengandung 

etika. Keterbukaan alasan penting. 

Pandemi menunjukkan kebutuhan kapasitas cadangan dan surveillance. Kapasitas yang tidak dipakai 

tampak tidak efisien pada masa normal, tetapi bernilai saat krisis. 

Outcome kesehatan dipengaruhi air, gizi, udara, transportasi, dan pendidikan. Silo budget menghambat 

prevention lintas sektor. 

G. Anggaran Ketahanan Pangan 

Ketahanan pangan mencakup ketersediaan, akses, stabilitas, kualitas, dan keberlanjutan. Politik sering 

berfokus produksi komoditas utama, padahal gizi serta distribusi penting. 

Petani, konsumen, importir, BUMN, dan industri memiliki kepentingan berbeda. Harga tinggi 

menguntungkan produsen tetapi merugikan konsumen. Buffer, tarif, dan subsidi mencerminkan trade-off. 

Infrastruktur irigasi, riset, penyuluhan, gudang, dan jalan memberi manfaat jangka panjang. Bantuan input 

lebih terlihat. Evaluasi perlu melihat productivity dan income. 

Food estate atau proyek besar memiliki visibility dan coordination benefit, tetapi risiko lahan, ekologi, dan 

governance. Pilot serta stage-gate diperlukan. 

Anggaran pangan juga perlu resilience iklim. Diversifikasi dan data menjadi prioritas yang kurang 

spektakuler. 

H. Anggaran Energi dan Transisi 

Anggaran energi menghadapi tiga tujuan: keterjangkauan, keamanan pasokan, dan keberlanjutan. 

Ketiganya dapat konflik. Subsidi menjaga harga, investasi fosil menjaga pasokan, dan energi terbarukan 

mengurangi emisi. 

Transisi menciptakan stranded assets dan dampak pekerja serta daerah. Just transition membutuhkan 

pelatihan, diversifikasi, dan perlindungan. Biaya harus masuk anggaran. 

Insentif kendaraan atau energi baru dapat regresif jika hanya kelompok mampu mengakses. Desain target 

dan transportasi publik penting. 

BUMN energi membawa kewajiban publik dan komersial. Compensation perlu transparan agar risiko tidak 

tersembunyi di balance sheet. 

Long-term energy planning harus konsisten dengan anggaran tahunan. Ketidakpastian kebijakan 

meningkatkan cost of capital. 

I. Anggaran Pertahanan dan Kerahasiaan 

Pertahanan adalah public good dan membutuhkan perencanaan multi-tahun. Pengadaan alutsista memiliki 

lead time, teknologi, maintenance, dan geopolitical dependency. Anggaran tahunan dapat tidak cocok. 

Kerahasiaan diperlukan untuk keamanan, tetapi dapat membatasi pengawasan. Classified oversight oleh 

komite berwenang dan audit khusus memberi keseimbangan. 
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Offset dan industri pertahanan dapat memberi teknologi, tetapi klaim harus diuji. Local content yang mahal 

perlu manfaat strategis. 

Personnel, readiness, procurement, dan maintenance bersaing. Membeli aset tanpa lifecycle funding 

menurunkan kesiapan. 

Threat assessment harus menjadi dasar, bukan prestige. Publik perlu penjelasan pada tingkat yang aman. 

J. Anggaran Infrastruktur dan Public-Private Partnership 

PPP digunakan ketika pemerintah ingin memobilisasi modal dan keahlian. Namun PPP bukan dana gratis; 

pengguna atau pemerintah membayar kemudian. Contingent liabilities harus diungkap. 

Value for money dibanding pengadaan tradisional perlu dilakukan. Risk transfer hanya bernilai jika pihak 

swasta mampu mengelola dan harga wajar. 

Proyek yang politically attractive dapat dibuat off-budget untuk menghindari batas. Fiscal transparency 

harus mencakup guarantees dan availability payment. 

Renegotiation setelah kontrak dapat mengubah distribusi. Contract management sama penting dengan 

tender. 

PPP berhasil pada proyek dengan revenue dan risk yang dapat didefinisi. Layanan sosial kompleks 

memerlukan kehati-hatian. 

K. BUMN, Quasi-Fiscal Activities, dan Prioritas 
BUMN dapat melaksanakan penugasan pembangunan, stabilisasi harga, dan infrastruktur. Kegiatan quasi-

fiscal menyembunyikan biaya jika kompensasi tidak jelas. 

PMN bersaing dengan belanja langsung. Pemerintah perlu menilai return finansial dan sosial, governance, 

serta alternatif. 

Dividen memberi penerimaan tetapi target tinggi dapat mengurangi investasi. Balance perlu. 

Utang BUMN dan guarantee menciptakan risiko. Consolidated public sector balance sheet membantu. 

Penugasan harus memiliki kontrak kinerja, biaya, dan audit. BUMN bukan instrumen tanpa batas. 

L. Politik Anggaran Perlindungan Sosial 

Perlindungan sosial mencakup bantuan, asuransi, subsidi, dan layanan. Program berkembang dari sejarah 

serta krisis sehingga fragmentasi terjadi. 

Targeting menghemat dana tetapi exclusion error. Universal program sederhana tetapi mahal. Progressive 

universalism menggabungkan. 

Data sosial ekonomi adalah infrastruktur. Pembaruan, appeal, dan interoperability penting. Algorithm tidak 

boleh menggantikan due process. 

Politik dapat mempersonalisasi bantuan. Branding dan distribusi harus berbasis institusi. Warga menerima 

hak, bukan hadiah. 

Graduation dari bantuan perlu hati-hati. Cliff effect dapat menghukum kenaikan kecil. Benefit taper lebih 

baik. 
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M. Budget Transparency dan Open Budget 
Transparansi mencakup proposal, enacted budget, citizen budget, in-year report, mid-year review, year-end 

report, dan audit. Waktu publikasi menentukan usefulness. 

Dokumen tebal tidak otomatis transparan. Machine-readable dan explanation diperlukan. Budget literacy 

membantu. 

Open data dapat digunakan jurnalis dan peneliti, tetapi kualitas metadata penting. Perubahan klasifikasi 

menyulitkan time series. 

Transparency dapat mengurangi corruption dan meningkatkan trust, tetapi impact tergantung participation 

serta enforcement. 

Sensitive information memiliki pengecualian yang sempit dan review. Overclassification merusak. 

N. Independent Fiscal Institution dan Quality of Debate 

Lembaga fiskal independen dapat memberi forecast, costing manifesto, dan sustainability analysis. Ia tidak 

menentukan kebijakan, tetapi memperbaiki informasi. 

Independence memerlukan mandate, appointment, budget, data access, dan publication. Accountability 

pada parlemen penting. 

Indonesia memiliki berbagai lembaga analitis; desain baru harus mempertimbangkan overlap. Penguatan 

budget office DPR dapat menjadi opsi. 

Costing janji kampanye meningkatkan realism. Namun model memiliki uncertainty dan tidak boleh menjadi 

veto teknokrat. 

Public debate yang berkualitas mengurangi ruang populisme fiskal, tetapi political choice tetap milik 

elected officials. 

O. Evaluasi, Eksperimen, dan Scale-up 
Program baru sering langsung berskala besar karena tekanan politik. Pilot memungkinkan belajar tetapi 

dapat dianggap lambat. Adaptive scaling menyeimbangkan urgency. 

Randomized evaluation berguna untuk pertanyaan tertentu, tetapi tidak semua program dapat diacak. Quasi-

experiment, process, dan qualitative melengkapi. 

Evaluation independence dan pre-analysis mengurangi bias. Hasil negatif harus dipublikasikan. 

Scale-up mengubah konteks: kapasitas, procurement, dan behavior. Keberhasilan pilot tidak otomatis. 

Budget system perlu memiliki innovation fund dan stage-gate: ide, pilot, evaluation, scale, 

institutionalization. 

Dua Puluh Lima Pertanyaan bagi Pengambil Keputusan Anggaran 
1. Masalah apa yang hendak diselesaikan dan apa buktinya? 

2. Apakah masalah merupakan kewenangan pemerintah? 

3. Siapa penerima manfaat dan siapa pembayar? 



Politik Anggaran dan Perebutan Prioritas Pembangunan 
 

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia) 
 
 

 

Halaman 40 

4. Apa alternatif non-anggaran atau regulasi? 

5. Berapa biaya sepanjang siklus hidup? 

6. Apa opportunity cost? 

7. Apakah program tumpang tindih? 

8. Apa baseline dan target outcome? 

9. Bagaimana distribusi wilayah, gender, dan pendapatan? 

10. Apakah kapasitas pelaksana tersedia? 

11. Apa risiko pengadaan? 

12. Bagaimana data dan privasi dikelola? 

13. Apa dampak lingkungan? 

14. Apa kewajiban tahun berikutnya? 

15. Apakah utang sesuai manfaat? 

16. Bagaimana program menghadapi shock? 

17. Apa indikator early warning? 

18. Apakah ada conflict of interest? 

19. Bagaimana publik berpartisipasi? 

20. Siapa bertanggung jawab lintas instansi? 

21. Kapan evaluasi dilakukan? 

22. Apa kriteria scale-up? 

23. Apa kriteria penghentian? 

24. Bagaimana hasil dilaporkan kepada DPR dan warga? 

25. Apakah keputusan dapat dijelaskan dalam satu halaman? 

Skenario Politik Anggaran Indonesia 2035 

Skenario 1: Anggaran Terkunci dan Reaktif 

Belanja wajib, bunga, subsidi, dan program warisan menyempitkan ruang. Prioritas baru dibiayai realokasi 

mendadak. Evaluasi lemah, krisis memaksa utang, dan kualitas layanan stagnan. 

Skenario 2: Anggaran Populis Elektoral 
Program besar dan bantuan meningkat mengikuti siklus politik. Komunikasi kuat, outcome tidak konsisten. 

Pemeliharaan, iklim, dan reformasi jangka panjang tertunda. 
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Skenario 3: Teknokrasi Fiskal Kaku 
Disiplin kuat dan defisit rendah, tetapi partisipasi serta kebutuhan lokal kurang. Prioritas ditentukan model 

pusat. Kepercayaan politik melemah meski indikator fiskal baik. 

Skenario 4: Fragmentasi Desentralistik 

Daerah memiliki fleksibilitas tetapi standar dan data tidak selaras. Inovasi muncul bersama ketimpangan. 

Transfer kompleks dan accountability kabur. 

Skenario 5: Anggaran Adaptif dan Berorientasi Hasil 

Medium-term framework, review, open data, outcome, dan partisipasi berjalan. Politik tetap menentukan 

tujuan, tetapi program bersaing dengan bukti. Ruang fiskal dan risiko dikelola. 

Agenda Seratus Hari Reformasi 
Pertama, terbitkan inventaris program prioritas dengan biaya, target, penanggung jawab, dan status 

evaluasi. 

Kedua, pilih tiga spending review lintas sektor dengan potensi realokasi tinggi. 

Ketiga, bentuk forum analisis bersama Kemenkeu-Bappenas-DPR untuk baseline dan risiko. 

Keempat, publikasikan citizen budget yang menjelaskan trade-off dan opportunity cost. 

Kelima, buka data kontrak serta beneficial ownership pada proyek prioritas. 

Keenam, audit kesiapan pelaksanaan program besar sebelum ekspansi. 

Ketujuh, susun daftar belanja pemeliharaan kritis dan aset terbengkalai. 

Kedelapan, tetapkan sunset dan review pada insentif baru. 

Kesembilan, perbaiki feedback Musrenbang dan aspirasi DPR. 

Kesepuluh, buat dashboard outcome terpilah dan fiscal risk. 

Coda: Dari Perebutan Anggaran menuju Musyawarah Prioritas 
Perebutan anggaran tidak dapat dihilangkan karena pembangunan adalah proses memilih. Namun perebutan 

dapat diubah menjadi musyawarah yang terstruktur. Aktor mengemukakan kepentingan, data, dan nilai; 

keputusan dibuat dengan batas; hasil dapat diperiksa. 

Musyawarah bukan konsensus palsu. Sebagian pihak akan kecewa karena program ditunda. Legitimasi 

berasal dari proses adil, alasan yang jelas, dan kesempatan memperjuangkan kembali. 

Politik yang matang berani mengakui keterbatasan. Pemerintah tidak dapat menjanjikan semua. Parlemen 

tidak dapat menambah tanpa sumber. Masyarakat perlu mengetahui biaya. 

Disiplin fiskal dan keadilan bukan lawan. Utang yang tidak terkendali membebani kelompok lemah, tetapi 

penghematan yang membabi buta juga merusak layanan. Keseimbangan memerlukan analisis distribusi. 
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Anggaran juga merupakan dokumen moral. Ia menunjukkan nilai konkret negara: anak, lansia, wilayah, 

lingkungan, keamanan, dan masa depan. Pidato dapat berubah, tetapi alokasi menunjukkan komitmen. 

Manajemen publik harus menempatkan implementability. Program baik yang tidak dapat dilaksanakan 

menghasilkan kekecewaan. Capacity budgeting perlu berjalan bersama money budgeting. 

DPR dan pemerintah harus membangun hubungan constructive tension. Persetujuan cepat bukan selalu 

baik; konflik panjang bukan selalu demokratis. Kualitas pertanyaan serta bukti lebih penting. 

Media perlu menghindari fokus hanya penyerapan atau angka besar. Pertanyaan outcome, distribusi, dan 

kontrak lebih bermakna. Kampus dapat membantu menerjemahkan. 

Warga harus dipandang sebagai pemilik anggaran. Pajak dan utang adalah klaim atas sumber daya mereka. 

Keterbukaan adalah hak, bukan kemurahan. 

Pada akhirnya, politik anggaran yang sehat menghasilkan prioritas yang dapat dipahami, dilaksanakan, dan 

dikoreksi. Itulah fondasi pembangunan yang demokratis dan efektif. 

Kajian Lanjutan: Politik Anggaran sebagai Sistem Manajemen Negara 

1. Arsitektur Kelembagaan Siklus Anggaran 

Siklus anggaran adalah rangkaian yang berulang: perencanaan makro, penetapan pagu, penyusunan rencana 

kerja, pembahasan legislatif, pelaksanaan, perubahan, pelaporan, audit, dan evaluasi. Setiap tahap memiliki 

aktor, dokumen, kalender, dan titik keputusan. Kualitas keseluruhan ditentukan mata rantai terlemah. 

Perencanaan yang baik dapat gagal karena pengadaan terlambat; pelaksanaan yang baik dapat kehilangan 

arah karena indikator salah. 

Kalender menciptakan tekanan. Keputusan harus dibuat sebelum seluruh informasi tersedia, sementara 

perubahan ekonomi terus terjadi. Medium-term framework membantu memberi konteks, tetapi anggaran 

tahunan tetap memerlukan update. Rolling plan lebih realistis daripada rencana lima tahun yang dianggap 

tetap. 

Hubungan top-down dan bottom-up perlu seimbang. Top-down menjaga disiplin agregat dan prioritas 

nasional. Bottom-up membawa informasi biaya serta kebutuhan. Jika ceiling datang terlambat, unit 

menyusun proposal tidak realistis. Jika bottom-up terlalu dominan, total melampaui kapasitas. 

Quality gate di setiap tahap dapat mengurangi program lemah: appraisal sebelum masuk pipeline, readiness 

sebelum alokasi, procurement plan sebelum pelaksanaan, dan evaluation sebelum kelanjutan. Gate harus 

proporsional agar tidak menambah birokrasi. 

Arsitektur yang baik juga memiliki mekanisme perubahan. APBN Perubahan atau realokasi diperlukan saat 

asumsi berubah. Namun perubahan harus tidak menghapus otorisasi parlemen. Threshold dan pelaporan 

menjaga fleksibilitas sekaligus kontrol. 

2. Prioritas Nasional dan Risiko Over-Prioritization 

Pemerintah sering menetapkan banyak prioritas untuk mengakomodasi mandat dan kepentingan. Ketika 

daftar terlalu panjang, kata prioritas kehilangan makna. Setiap kementerian melabeli program sebagai 

prioritas agar terlindungi. Akibatnya, tidak ada konsentrasi sumber daya atau management attention. 
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Prioritas strategis sebaiknya memiliki kriteria: urgensi, impact, comparative advantage pemerintah, 

readiness, dan fiscal feasibility. Jumlah perlu terbatas, sedangkan layanan rutin tetap berjalan sebagai core 

business tanpa label. 

Program prioritas memerlukan delivery unit atau mekanisme tracking, tetapi tidak boleh menciptakan 

parallel bureaucracy. K/L tetap bertanggung jawab. Escalation hanya untuk bottleneck lintas sektor. 

Prioritas juga membutuhkan exit. Setelah target tercapai atau program menjadi rutin, status prioritas 

dicabut. Tanpa exit, daftar menumpuk. Annual portfolio review diperlukan. 

Komunikasi publik perlu membedakan prioritas outcome dari flagship program. Satu outcome dapat dicapai 

beberapa intervensi. Pemerintah tidak boleh terikat pada satu instrumen bila bukti menunjukkan alternatif 

lebih baik. 

3. Anggaran dan Kapasitas Negara 

Kapasitas negara mencakup kemampuan memungut, merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan belajar. 

Menambah anggaran pada unit berkapasitas rendah dapat menaikkan kebocoran atau penyerapan terburu-

buru. Budget expansion harus disertai capacity plan. 

Capacity bukan hanya jumlah pegawai, tetapi skill, proses, data, koordinasi, dan leadership. Program digital 

memerlukan product management dan cyber; infrastruktur memerlukan engineering dan contract; sosial 

memerlukan case management. 

Daerah tertinggal sering menerima dana dengan syarat kompleks. Technical assistance diperlukan, tetapi 

jangan menciptakan ketergantungan konsultan. Peer learning dan shared services dapat membantu. 

Capacity assessment sebelum program harus jujur. Menurunkan target awal bukan kegagalan jika 

mencegah waste. Adaptive implementation memungkinkan scale setelah capability. 

Anggaran untuk administrative capacity sering dianggap overhead dan dipotong, padahal governance 

menentukan outcome. Rasio overhead tidak boleh digunakan mekanis; kualitasnya yang dinilai. 

4. Politik Belanja Pegawai dan Organisasi Pemerintah 

Belanja pegawai menyediakan layanan, tetapi juga mencerminkan struktur organisasi dan keputusan masa 

lalu. Penambahan instansi, unit, atau pegawai menciptakan kewajiban jangka panjang. Reformasi 

organisasi memiliki dimensi fiskal. 

Debat sering menyederhanakan belanja pegawai sebagai konsumtif. Guru, dokter, penyuluh, dan aparat 

adalah input layanan. Pertanyaan adalah distribusi, kompetensi, produktivitas, dan manajemen, bukan 

hanya total. 

Fragmentasi kementerian dan lembaga dapat memperbesar overhead serta koordinasi. Restrukturisasi 

memiliki biaya transisi dan politik. Mandate review perlu dilakukan sebelum pembentukan. 

Payroll, tunjangan, dan performance allowance memengaruhi motivasi. Insentif individual sulit bila 

outcome tim. Sistem perlu adil, sederhana, dan terkait responsibility. 

Workforce planning jangka panjang mempertimbangkan pensiun, digitalisasi, dan kebutuhan wilayah. 

Rekrutmen tahunan tanpa proyeksi menghasilkan mismatch. 
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5. Dana Abadi dan Politik Antarwaktu 
Dana abadi memungkinkan hasil investasi membiayai pendidikan, riset, budaya, atau generasi mendatang. 

Ia melindungi dana dari fluktuasi tahunan dan membangun komitmen jangka panjang. 

Namun dana abadi mengunci sumber yang dapat digunakan sekarang. Keputusan perlu membandingkan 

return investasi dengan kebutuhan mendesak dan utang. Negara dengan kebutuhan dasar besar harus 

menentukan proporsi. 

Governance sangat penting: mandate, risk appetite, manager, fee, disclosure, dan withdrawal rule. Dana 

dapat menjadi off-budget jika pengawasan lemah. 

Political temptation muncul untuk menarik pokok saat tekanan. Rule harus fleksibel untuk extraordinary 

circumstances tetapi tidak mudah. 

Dana abadi bukan pengganti anggaran rutin. Program penerima tetap perlu accountability outcome. 

Investment performance dan program performance berbeda. 

6. Dana Kontinjensi dan Kewajiban Tersembunyi 

Anggaran menghadapi kejadian tidak pasti seperti bencana, putusan hukum, gagal bayar BUMN, PPP, atau 

perubahan harga. Contingent liability tidak selalu masuk belanja hari ini, tetapi dapat menjadi besar. 

Fiscal risk statement memetakan probabilitas dan dampak. Tidak semua risiko dapat dijumlahkan 

sederhana. Stress test dan scenario membantu. 

Guarantee dapat menurunkan biaya proyek tetapi memindahkan risiko ke negara. Fee dan limit diperlukan. 

Proyek harus dinilai seolah risiko terealisasi. 

Bencana memerlukan reserve dan insurance. Terlalu kecil membuat realokasi; terlalu besar menganggurkan 

dana. Layered risk financing menggabungkan budget, reserve, credit, dan insurance. 

Transparansi risiko mencegah surprise tetapi dapat menimbulkan kekhawatiran pasar jika komunikasi 

buruk. Profesionalisme penting. 

7. Ekonomi Politik Pemotongan Anggaran 

Memotong anggaran lebih sulit daripada menambah karena kerugian terkonsentrasi dan manfaat 

penghematan tersebar. Penerima program, pegawai, kontraktor, dan daerah akan mempertahankan. Loss 

aversion memperkuat. 

Across-the-board cut mudah secara administratif tetapi mengabaikan prioritas dan efisiensi. Unit efisien 

dipotong sama dengan unit lemah. Strategic cut lebih baik tetapi membutuhkan data. 

Pemotongan mendadak mengganggu kontrak dan layanan. Medium-term signal memberi waktu. Freeze 

pada rekrutmen atau perjalanan memiliki efek berbeda. 

Communication harus menjelaskan alasan, kriteria, dan penggunaan saving. Jika penghematan dianggap 

untuk program favorit tanpa proses, resistensi tinggi. 

Spending review dapat menawarkan redesign, user charge, consolidation, procurement saving, dan 

targeting, bukan hanya cut. Politik lebih mudah jika ada alternatif. 
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8. Anggaran dan Inovasi Pemerintah 
Inovasi membutuhkan ruang mencoba, tetapi sistem anggaran cenderung menghindari risiko dan menuntut 

kepastian. Proposal baru sulit memiliki baseline serta unit cost. Program lama lebih mudah. 

Innovation fund kecil dengan stage-gate dapat memberi eksperimen. Gagal pada pilot tidak sama dengan 

fraud. Governance membedakan failure yang jujur dari negligence. 

Procurement perlu mendukung agile dan problem-based, bukan spesifikasi kaku. Namun flexibility 

meningkatkan discretion. Transparency dan milestone diperlukan. 

Digital project sering gagal karena fokus pengadaan aplikasi, bukan perubahan proses dan pengguna. 

Budget perlu memasukkan product team, maintenance, data, serta adoption. 

Scaling innovation memerlukan integration dengan budget mainstream. Pilot yang terus dibiayai grant 

tanpa institutionalization tidak menghasilkan transformasi. 

9. Politik Anggaran dan Hak Asasi Manusia 

Anggaran adalah instrumen pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Progressive realization mengakui 

keterbatasan sumber daya tetapi menuntut langkah nyata, non-diskriminasi, dan minimum core. 

Budget cuts pada layanan dasar perlu analisis dampak hak. Kelompok rentan mungkin lebih terdampak. 

Equality impact assessment berguna. 

Hak sipil juga memerlukan anggaran: pengadilan, bantuan hukum, pemilu, dan lembaga pengawas. Tanpa 

dana, hak formal tidak efektif. 

Human-rights budgeting bukan berarti semua tuntutan otomatis dibiayai. Ia memberi prinsip prioritas dan 

process. Transparansi serta partisipasi kelompok terdampak penting. 

Data terpilah mengungkap diskriminasi. Average improvement dapat menutupi kelompok tertinggal. 

10. Politik Anggaran dan Keamanan Manusia 
Konsep keamanan manusia mencakup ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan 

politik. Anggaran tradisional memisahkan sektor, padahal risiko saling terkait. 

Investasi pencegahan konflik, kesehatan, dan bencana dapat mengurangi kebutuhan belanja darurat serta 

pertahanan. Manfaat sulit diatribusikan karena kejadian tidak terjadi. 

Threat prioritization perlu mempertimbangkan likelihood, impact, vulnerability, dan resilience. Political 

salience tidak selalu sama dengan risk. 

Community resilience membutuhkan layanan lokal, trust, dan network. Anggaran kecil yang fleksibel dapat 

bernilai. 

National security dan human security tidak harus bersaing. Keduanya memerlukan integrated strategy dan 

proportional allocation. 

11. Anggaran dan Kepercayaan Fiskal 

Kepercayaan fiskal adalah keyakinan warga bahwa pajak dikelola adil dan efektif. Trust memengaruhi 

compliance, dukungan reformasi, dan willingness to accept sacrifice. 
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Skandal pengadaan atau program gagal memiliki spillover. Transparansi, penindakan, dan koreksi 

diperlukan. Menyembunyikan masalah memperburuk. 

Visible service meningkatkan tax morale, tetapi warga juga menilai fairness pada kelompok kaya dan 

pejabat. Enforcement yang tidak seimbang merusak. 

Citizen budget dan public hearing membantu, tetapi trust dibangun outcome. Komunikasi tidak 

menggantikan pelayanan. 

Survei trust serta complaint dapat menjadi indikator PFM. Pengelola fiskal perlu memperhatikan 

legitimacy, bukan hanya rating pasar. 

12. Peran Audit Kinerja dan BPK 

Audit keuangan menilai kewajaran laporan, kepatuhan, dan kontrol. Opini baik penting tetapi tidak berarti 

seluruh program efektif. Audit kinerja menilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 

Temuan audit perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR. Repeated findings menunjukkan 

accountability gap. Dashboard follow-up membantu. 

Auditor menghadapi pilihan area karena tidak dapat memeriksa semua. Risk-based dan thematic audit fokus 

pada prioritas serta cross-cutting. 

Independensi audit perlu diimbangi quality dan transparency. Auditee mempunyai hak respons. Temuan 

tidak selalu pidana. 

Learning orientation memungkinkan audit mendorong sistem, bukan hanya kesalahan. Namun sanction 

tetap diperlukan untuk misconduct. 

13. Politik Anggaran dan BUMD 

BUMD digunakan untuk layanan air, transportasi, pasar, bank, dan pembangunan. Penyertaan modal daerah 

bersaing dengan layanan langsung. Governance menentukan manfaat. 

BUMD dapat menjadi sumber patronase melalui jabatan, pengadaan, dan kredit. Professional board, fit and 

proper, serta disclosure diperlukan. 

Public service obligation harus dikompensasi transparan. Kerugian karena tarif sosial berbeda dari 

inefisiensi. 

Dividen tinggi dapat mengurangi investasi layanan. Pemerintah daerah perlu ownership policy. 

Consolidated report BUMD dan fiscal risk jarang kuat. Reformasi pusat-daerah perlu memasukkan. 

14. Peran Akademisi dan Think Tank dalam Politik Anggaran 

Akademisi menyediakan analisis independen, tetapi juga memiliki nilai dan sumber dana. Disclosure 

penting. Costing dan evaluation dapat meningkatkan debat. 

Penelitian sering terlambat dari kalender anggaran. Rapid evidence synthesis serta data access membantu. 

Namun kecepatan tidak boleh mengorbankan kualitas. 

Think tank dapat menjembatani teknis dan publik. Risiko capture donor atau partisan perlu dikelola dengan 

governance. 
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Kampus dapat melatih mahasiswa membaca APBN/APBD, mengikuti musrenbang, dan melakukan social 

audit. Ini memperluas literacy. 

IBM-ASMI dapat mengembangkan budget clinic untuk UMKM, pemerintah daerah, dan masyarakat, 

dengan fokus value for money serta komunikasi. 

15. Etika Politik Anggaran 

Etika anggaran bertanya bukan hanya legal, tetapi adil dan patut. Program dapat legal tetapi menguntungkan 

kelompok kuat secara tidak proporsional. Principle of stewardship menuntut kehati-hatian. 

Konflik kepentingan harus diungkap dalam pengusulan, pembahasan, dan pengadaan. Legislator atau 

pejabat dengan kepentingan langsung perlu recuse sesuai aturan. 

Intergenerational ethics menilai apakah generasi kini memindahkan beban tanpa aset. Environmental ethics 

memasukkan makhluk serta ekosistem. 

Procedural justice penting: kelompok terdampak didengar dan alasan diberikan. Outcome baik melalui 

proses manipulatif merusak legitimacy. 

Ethical leadership berani menolak proyek populer jika manfaat rendah dan menjelaskan. Kejujuran fiskal 

adalah kebajikan publik. 

Kerangka Implementasi Penganggaran Berbasis Hasil 
Langkah pertama adalah membangun program architecture yang jelas. Setiap program memiliki outcome, 

penerima, intervensi, unit penanggung jawab, dan hubungan dengan prioritas. Kegiatan administratif tidak 

dicampur sebagai outcome. 

Langkah kedua menetapkan baseline dan target yang realistis. Target disusun berdasarkan tren, kapasitas, 

serta benchmark. Target terlalu mudah tidak mendorong, terlalu tinggi mendorong gaming. 

Langkah ketiga menghubungkan biaya dengan output dan outcome melalui unit cost serta cost driver. Tidak 

semua outcome dapat diberi harga, tetapi perubahan biaya perlu dijelaskan. 

Langkah keempat mengelola risiko dan dependency lintas instansi. Program memiliki risk register, 

mitigation, dan escalation. Shared outcome membutuhkan governance bersama. 

Langkah kelima membangun data dengan quality assurance. Administrative data harus memiliki definisi, 

coverage, timeliness, dan privacy. Survei digunakan untuk validasi. 

Langkah keenam melakukan monitoring yang berorientasi keputusan. Dashboard bukan sekadar warna; 

setiap deviasi memiliki action. Meeting fokus bottleneck. 

Langkah ketujuh melakukan evaluasi pada waktu tepat. Process evaluation awal, outcome setelah cukup 

waktu, dan impact untuk pertanyaan kausal. Tidak semua program memerlukan RCT. 

Langkah kedelapan menghubungkan hasil dengan anggaran berikutnya. Program baik belum tentu otomatis 

ditambah jika saturation; program lemah dapat redesign; program gagal dihentikan. 

Langkah kesembilan melaporkan kepada DPR dan publik dengan narasi serta data. Ketidakpastian dan 

trade-off dijelaskan. Accountability bukan hanya sukses. 
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Langkah kesepuluh membangun budaya belajar. Pegawai diberi insentif memperbaiki dan mengakui. Fraud 

serta negligence ditindak berbeda dari eksperimen gagal. 

Penutup Akhir: Memilih dengan Bertanggung Jawab 
Politik anggaran adalah seni memilih dalam keterbatasan. Pilihan yang bertanggung jawab dimulai dari 

pengakuan bahwa tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus. Kejujuran ini bukan kelemahan 

pemerintah, melainkan dasar kepercayaan. 

Prioritas pembangunan harus bertahan dari tiga ujian: ujian nilai, bukti, dan pelaksanaan. Program harus 

sesuai tujuan sosial, mempunyai alasan empiris, dan dapat dijalankan. Kegagalan satu ujian memerlukan 

redesign. 

Negosiasi antara pemerintah dan DPR harus dilihat sebagai mekanisme konstitusional. Namun negosiasi 

memperoleh legitimasi hanya jika argumen serta kepentingan dapat diketahui. Ruang tertutup tidak boleh 

menentukan seluruh alokasi. 

Ruang fiskal bukan hanya angka sisa. Ia adalah kemampuan negara beradaptasi. Pemerintah perlu menjaga 

penerimaan, kewajiban, aset, dan risiko agar generasi mendatang masih memiliki pilihan. 

Belanja publik yang adil tidak selalu sama rata. Wilayah terpencil mungkin membutuhkan biaya lebih 

tinggi, kelompok rentan dukungan lebih besar, dan generasi masa depan perlindungan saat ini. Equity perlu 

dibedakan dari equality. 

Efisiensi juga tidak identik dengan biaya murah. Layanan murah yang gagal adalah pemborosan. Value for 

money menggabungkan ekonomi, efisiensi, efektivitas, equity, dan sustainability. 

Politik anggaran yang sehat membutuhkan lembaga yang saling mengimbangi: eksekutif yang mampu, 

parlemen yang kritis, birokrasi profesional, auditor independen, media, akademisi, dan warga. Tidak ada 

satu aktor memegang seluruh kebenaran. 

Indonesia menghadapi banyak prioritas sekaligus. Jawabannya bukan menambah label, tetapi memperkuat 

kapasitas memilih dan melaksanakan. Portfolio management pembangunan perlu menjadi budaya. 

Ketika anggaran dapat menunjukkan hubungan antara rupiah, kegiatan, perubahan, dan kehidupan warga, 

akuntabilitas menjadi konkret. Ketika hubungan tersebut kabur, perebutan prioritas menjadi perebutan 

sumber. 

Pada akhirnya, anggaran adalah cerita tentang masa depan yang dipilih. Setiap angka adalah janji. Politik 

anggaran yang bermartabat memastikan janji tersebut dibuat secara jujur, dibiayai secara adil, dilaksanakan 

secara cakap, dan diperiksa secara terbuka. 

Lampiran Analitis: Sepuluh Arena Perebutan Prioritas 

1. Arena Kabinet 

Di tingkat kabinet, perebutan prioritas berlangsung melalui arahan Presiden, rapat terbatas, penetapan pagu, 

dan negosiasi antarmenteri. Menteri membawa mandat sektoral, janji politik, dan tekanan kelompok. 
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Presiden harus mengintegrasikan menjadi agenda nasional. Ketika koordinasi lemah, setiap kementerian 

mengklaim programnya paling strategis dan anggaran menjadi penjumlahan tuntutan. 

Kabinet juga menghadapi collective action problem. Manfaat penghematan masuk fiskal bersama, 

sedangkan biaya pemotongan ditanggung kementerian tertentu. Karena itu, setiap menteri memiliki insentif 

mempertahankan baseline. Leadership perlu memberi mekanisme penghargaan bagi realokasi sukarela. 

Rapat kabinet dapat didominasi isu terbaru atau aktor paling kuat. Decision memo yang ringkas, opsi, biaya, 

risiko, dan distribusi membantu. Keputusan lisan perlu diterjemahkan dalam dokumen agar implementasi 

tidak berbeda. 

Unit pusat pemerintahan dapat memantau prioritas, tetapi jangan menjadi parallel ministry. Fungsinya 

menyelesaikan bottleneck dan memberi early warning. Ownership tetap pada K/L. 

Evaluasi kabinet sebaiknya berbasis portfolio, bukan satu program. Jika agenda baru masuk, agenda mana 

keluar? Pertanyaan ini menjaga disiplin. 

2. Arena DPR dan Fraksi 

Fraksi menyatukan kepentingan partai, daerah, komisi, dan anggota. Pembahasan anggaran memberi 

kesempatan memeriksa pemerintah, tetapi juga arena mengusulkan program. Transparansi agenda, 

dokumen, dan voting penting. 

Komisi memiliki expertise sektoral dan hubungan dengan kementerian. Hubungan jangka panjang dapat 

meningkatkan pengetahuan tetapi juga risiko capture. Rotasi, disclosure, dan staff independen membantu. 

Badan Anggaran melihat agregat dan sinkronisasi. Konflik antara komisi dan Banggar mencerminkan 

sector versus fiscal perspective. Prosedur jelas diperlukan agar perubahan dapat ditelusuri. 

Aspirasi anggota sah sebagai representasi. Namun alokasi harus mengikuti kriteria dan tidak menjadi 

kendali individual atas proyek. Data lokasi serta penerima dipublikasikan. 

Parliamentary budget office dapat memberi costing, baseline, dan fiscal risk. Analisis nonpartisan 

memperbaiki debat tanpa mengurangi hak politik. 

3. Arena Kementerian Keuangan 

Kementerian Keuangan menjaga disiplin fiskal, proyeksi, pembiayaan, dan kualitas belanja. Posisi ini 

memberi gatekeeping power. Keputusan pagu memengaruhi seluruh sektor. 

Central budget authority perlu transparan dalam kriteria agar tidak dianggap sekadar pemotong. Review 

harus membedakan low priority, inefficiency, dan capacity. Dialog teknis penting. 

Conservatism fiskal melindungi stabilitas, tetapi dapat underinvest pada saat kebutuhan tinggi. Fiscal rule 

perlu escape clause dan medium-term view. 

Pengelola fiskal juga bertanggung jawab pada kualitas penerimaan dan tax expenditure. Belanja tidak dapat 

dibahas tanpa revenue. 

Data pelaksanaan memberi insight, tetapi penyerapan rendah tidak selalu berarti program buruk. Penyebab 

seperti procurement atau desain perlu dibedakan. 
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4. Arena Bappenas 
Bappenas menjaga arah pembangunan, konsistensi RPJMN-RKP, dan integrasi sektor. Perannya penting 

agar anggaran tidak hanya mengikuti baseline. Namun rencana tanpa kendali fiskal dapat menjadi daftar 

aspirasi. 

Perencanaan berbasis evidence membutuhkan evaluasi, foresight, dan spatial analysis. Prioritas tidak hanya 

respons tahunan, tetapi transformasi. 

Major project approach dapat menyatukan K/L, tetapi governance, funding, dan indikator harus jelas. Label 

proyek mayor tidak boleh hanya branding. 

Planning capacity daerah bervariasi. Bappenas dapat membangun standard, data, dan learning. Integrasi 

Musrenbang penting. 

Hubungan dengan Kemenkeu perlu institutional, bukan tergantung personal. Joint database, calendar, dan 

decision record mengurangi konflik. 

5. Arena Kementerian/Lembaga 

Di dalam K/L, unit eselon, direktorat, dan program bersaing. Pemimpin harus memilih antara operasi rutin, 

reformasi, dan proyek. Internal politics sering tidak terlihat dari luar. 

Program memiliki champion dan legacy. Unit dengan data serta kemampuan proposal lebih kuat. Fungsi 

planning internal perlu objektif. 

Budget tagging dapat membantu cross-cutting tetapi juga menambah label. Program perlu satu primary 

outcome dan kontribusi secondary. 

Internal audit seharusnya terlibat early sebagai advisor risiko tanpa kehilangan independensi. Procurement 

serta legal memberi readiness. 

Frontline perlu suara karena memahami biaya dan hambatan. Top-down design tanpa mereka menghasilkan 

unrealistic budget. 

6. Arena Pemerintah Daerah 

Kepala daerah membawa visi dan janji, DPRD membawa aspirasi, OPD membawa program, dan desa 

membawa kebutuhan. APBD menjadi arena lokal yang sangat dekat dengan warga. 

Pendapatan daerah berbeda. Daerah kaya memiliki ruang, daerah lain bergantung transfer. Equalization dan 

accountability menjadi kunci. 

Belanja pegawai, layanan, infrastruktur, dan hibah bersaing. Politik lokal dapat lebih personal. Open data 

dan musyawarah melindungi. 

Proyek pusat di daerah perlu koordinasi lahan, operasi, dan integrasi. Tanpa ownership lokal, aset tidak 

optimal. 

Local innovation penting, tetapi standard pelayanan minimum harus dijaga. Asymmetric flexibility dapat 

diberikan berdasarkan kapasitas. 



Politik Anggaran dan Perebutan Prioritas Pembangunan 
 

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia) 
 
 

 

Halaman 51 

7. Arena Kelompok Kepentingan dan Bisnis 
Kelompok usaha memengaruhi pajak, subsidi, regulasi, dan proyek. Mereka memiliki informasi penting, 

tetapi juga kepentingan. Konsultasi harus terbuka dan seimbang. 

Asosiasi dapat mengagregasi kepentingan dan mengurangi lobbying personal. Namun dominasi perusahaan 

besar dapat menutup UMKM. 

Policy advocacy yang sah menyajikan bukti. Rent seeking mencari privilese yang mengurangi kompetisi. 

Disclosure meeting dan submission membantu membedakan. 

Insentif fiskal perlu public-interest test, additionality, dan sunset. Beneficiary harus diketahui. 

Bisnis juga dapat mendukung integritas melalui collective pact dan open procurement. Hubungan negara-

bisnis tidak harus antagonistik. 

8. Arena Masyarakat Sipil dan Media 

CSO memantau anggaran sosial, lingkungan, gender, dan korupsi. Mereka memberi suara pada kelompok 

lemah, tetapi juga perlu representasi serta disclosure funding. 

Media menentukan isu yang mendapat perhatian. Investigasi dapat mengungkap kebocoran, tetapi headline 

angka tanpa konteks menyesatkan. 

Budget journalism membutuhkan data skill. Pemerintah dapat menyediakan portal dan briefing tanpa 

mengontrol. 

Social audit di tingkat komunitas memeriksa apakah output ada dan berfungsi. Informasi kontrak serta 

standar diperlukan. 

Partisipasi yang efektif memerlukan ruang menanggapi, bukan hanya menerima informasi. Pemerintah 

wajib memberi feedback. 

9. Arena Pemilu 
Janji kampanye menjadi klaim atas anggaran masa depan. Kandidat sering menyebut manfaat tanpa biaya. 

Costing manifesto meningkatkan accountability. 

Pemilih berhak memilih prioritas berbeda, sehingga teknokrat tidak dapat menentukan semua. Namun fiscal 

feasibility harus transparan. 

Program universal populer dapat memperluas solidaritas, tetapi janji yang tidak berkelanjutan merusak. 

Medium-term projection diperlukan. 

Petahana memiliki informasi dan program berjalan. Penggunaan program sebagai kampanye perlu batas 

branding serta netralitas. 

Setelah pemilu, janji harus dipetakan ke rencana dengan sequencing. Tidak semua dapat dilaksanakan tahun 

pertama; penjelasan penting. 

10. Arena Pelaksanaan dan Evaluasi 

Setelah anggaran disahkan, perebutan berlanjut dalam petunjuk, lokasi, penerima, tender, dan perubahan. 

Implementation politics menentukan manfaat nyata. 
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Unit dapat menunda atau mengubah prioritas melalui administrative discretion. Monitoring perlu melihat 

kualitas, bukan hanya financial progress. 

Vendor dan provider memiliki bargaining. Contract design, performance, dan sanction penting. 

Evaluasi dapat dipolitisasi: program sukses diklaim, kegagalan disembunyikan. Independent evaluation dan 

publication melindungi. 

Feedback dari evaluasi harus masuk siklus berikutnya. Tanpa itu, accountability menjadi arsip. 

Sepuluh Prinsip Politik Anggaran yang Demokratis 

1. Legalitas dan Konstitusionalitas 

Setiap penerimaan dan pengeluaran harus memiliki otorisasi, tujuan, serta prosedur yang sah. Keadaan 

darurat tidak menghapus pertanggungjawaban. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam dokumen, 

keputusan, sistem informasi, dan perilaku. Pelanggaran tidak selalu pidana, tetapi harus menimbulkan 

koreksi serta pertanggungjawaban. 

2. Disiplin Agregat 

Total belanja, defisit, dan risiko harus konsisten dengan kapasitas. Prioritas tidak boleh dibiayai melalui 

asumsi tanpa dasar. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam dokumen, keputusan, sistem informasi, dan 

perilaku. Pelanggaran tidak selalu pidana, tetapi harus menimbulkan koreksi serta pertanggungjawaban. 

3. Alokasi Strategis 

Sumber daya diarahkan pada tujuan paling bernilai dan kewajiban inti. Baseline tidak otomatis mendapat 

perlindungan. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam dokumen, keputusan, sistem informasi, dan 

perilaku. Pelanggaran tidak selalu pidana, tetapi harus menimbulkan koreksi serta pertanggungjawaban. 

4. Efisiensi Operasional 

Program menggunakan input dengan biaya wajar dan proses yang baik. Pengadaan, SDM, dan teknologi 

diperhatikan. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam dokumen, keputusan, sistem informasi, dan perilaku. 

Pelanggaran tidak selalu pidana, tetapi harus menimbulkan koreksi serta pertanggungjawaban. 

5. Keadilan Distribusi 

Dampak menurut pendapatan, wilayah, gender, generasi, dan kelompok dianalisis. Rata-rata tidak cukup. 

Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam dokumen, keputusan, sistem informasi, dan perilaku. Pelanggaran 

tidak selalu pidana, tetapi harus menimbulkan koreksi serta pertanggungjawaban. 

6. Transparansi Kepentingan 

Pengusul, penerima, donor, dan konflik relevan diketahui. Negosiasi publik memiliki jejak. Prinsip ini perlu 

diterjemahkan ke dalam dokumen, keputusan, sistem informasi, dan perilaku. Pelanggaran tidak selalu 

pidana, tetapi harus menimbulkan koreksi serta pertanggungjawaban. 
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7. Partisipasi Bermakna 
Warga memperoleh informasi keterbatasan, dapat mengusulkan, dan menerima feedback. Kelompok lemah 

difasilitasi. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam dokumen, keputusan, sistem informasi, dan perilaku. 

Pelanggaran tidak selalu pidana, tetapi harus menimbulkan koreksi serta pertanggungjawaban. 

8. Orientasi Hasil 
Anggaran dikaitkan dengan perubahan kehidupan, bukan penyerapan. Outcome disertai baseline serta 

evaluasi. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam dokumen, keputusan, sistem informasi, dan perilaku. 

Pelanggaran tidak selalu pidana, tetapi harus menimbulkan koreksi serta pertanggungjawaban. 

9. Adaptabilitas 

Sistem mampu merespons shock dan bukti baru tanpa kehilangan kontrol. Program dapat diubah atau 

dihentikan. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam dokumen, keputusan, sistem informasi, dan perilaku. 

Pelanggaran tidak selalu pidana, tetapi harus menimbulkan koreksi serta pertanggungjawaban. 

10. Keadilan Antargenerasi 
Utang, aset, lingkungan, dan kewajiban dinilai dalam horizon panjang. Generasi masa depan memiliki hak 

atas ruang pilihan. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam dokumen, keputusan, sistem informasi, dan 

perilaku. Pelanggaran tidak selalu pidana, tetapi harus menimbulkan koreksi serta pertanggungjawaban. 

Refleksi Final 
Politik anggaran memperlihatkan demokrasi pada bentuk paling material. Suara, janji, ideologi, dan 

kepentingan akhirnya menjadi pajak, subsidi, sekolah, rumah sakit, jalan, pertahanan, atau utang. Karena 

itu, kualitas anggaran adalah ukuran kualitas negara. 

Perebutan prioritas tidak harus dipandang negatif. Kompetisi memaksa aktor menjelaskan kebutuhan. 

Tanpa kompetisi, birokrasi dapat membelanjakan berdasarkan kebiasaan. Masalahnya adalah ketimpangan 

akses dan lemahnya aturan. 

Anggaran yang adil tidak memuaskan semua pihak. Ia memberi alasan yang dapat diterima dan proses 

koreksi. Warga mungkin tidak setuju, tetapi memahami. 

Pengelolaan fiskal yang kuat bukan hanya tugas Kementerian Keuangan. K/L, daerah, DPR, auditor, bisnis, 

dan masyarakat memiliki tanggung jawab. Stewardship adalah kolektif. 

Program pembangunan perlu dilihat sebagai portfolio. Sebagian memberi hasil cepat, sebagian jangka 

panjang, sebagian melindungi risiko. Diversifikasi membuat negara tangguh. 

Keberanian politik diperlukan untuk menghentikan program yang populer tetapi gagal, menaikkan 

penerimaan yang adil, serta membiayai pemeliharaan yang tidak terlihat. Kepemimpinan diuji pada pilihan 

sulit. 

Teknologi dan data dapat memperbaiki, tetapi tidak menggantikan judgment. Algoritma tidak menentukan 

nilai atau keadilan. Manusia tetap bertanggung jawab. 
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Indonesia menuju 2045 membutuhkan sistem anggaran yang mampu membiayai transformasi dan menjaga 

stabilitas. Kebutuhan besar, ruang terbatas, dan risiko meningkat. Reformasi kualitas lebih penting daripada 

sekadar ekspansi. 

IBM-ASMI dapat berkontribusi melalui pendidikan manajemen yang melihat anggaran sebagai strategi dan 

etika. Lulusan perlu mampu membaca angka sekaligus memahami manusia. 

Pada akhirnya, setiap rupiah publik adalah kepercayaan. Politik anggaran yang baik mengubah kepercayaan 

itu menjadi hasil, dan hasil menjadi kepercayaan baru. 

Lampiran Penutup: Isu-Isu Strategis dalam Politik Anggaran Indonesia 

A. Integrasi APBN, APBD, dan Pembiayaan Non-Anggaran 
Prioritas pembangunan sering dibiayai melalui berbagai kanal: APBN, APBD, BUMN, BUMD, badan 

layanan umum, dana khusus, skema kerja sama, dan pembiayaan swasta. Fragmentasi sumber dapat 

meningkatkan fleksibilitas, tetapi menyulitkan gambaran total biaya serta risiko. Pemerintah perlu melihat 

consolidated public sector. 

Program pusat dapat membangun aset yang kemudian dioperasikan daerah. Jika biaya operasi tidak 

direncanakan, aset menganggur. Project appraisal harus mencantumkan siapa membayar pembangunan, 

operasi, dan penggantian. 

Pembiayaan non-anggaran dapat menghindari batas tahunan, tetapi bukan berarti tanpa biaya publik. 

Guarantee, tarif, atau penyertaan modal tetap menjadi klaim. Disclosure wajib. 

Daerah juga dapat menggunakan pinjaman dan KPBU. Kapasitas debt management berbeda. Pusat perlu 

standard dan monitoring tanpa menghilangkan otonomi. 

Integrated financing framework menghubungkan sumber dengan outcome serta risiko. Pilihan pembiayaan 

harus berdasarkan karakter proyek, bukan keinginan menyembunyikan beban. 

B. Politik Anggaran dan Ketimpangan Wilayah 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan biaya layanan berbeda. Formula per kapita sederhana dapat 

merugikan wilayah terpencil, sementara alokasi historis mempertahankan ketimpangan. Need-based 

costing penting. 

Daerah dengan basis pajak kuat memiliki layanan lebih baik, sedangkan daerah miskin bergantung transfer. 

Equalization bertujuan mengurangi gap, tetapi hasil tergantung kapasitas dan governance. 

Politik perwakilan wilayah dapat mengarahkan proyek, tetapi proyek nasional belum tentu mengurangi 

disparity. Connectivity perlu diikuti ekonomi lokal, pendidikan, dan kesehatan. 

Pemekaran dapat mendekatkan layanan tetapi menambah overhead. Keputusan memerlukan fiscal and 

service analysis. 

Dashboard spatial outcome membantu melihat apakah belanja mengikuti kebutuhan. Peta bukan sekadar 

lokasi proyek, tetapi akses serta kualitas. 
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C. Anggaran Digital dan Transformasi Pemerintahan 
Transformasi digital sering dipandang sebagai pembelian sistem. Sebenarnya ia membutuhkan redesign 

proses, data, identitas, interoperabilitas, cyber, dan kemampuan. Anggaran proyek terpisah menciptakan 

silo. 

Shared platform dapat menghemat, tetapi governance dan service level perlu jelas. K/L takut kehilangan 

kontrol. Centralization versus autonomy menjadi politik. 

Vendor lock-in menciptakan biaya masa depan. Open standard, portability, dan source escrow dapat 

membantu. Procurement harus menilai total cost. 

Digital public infrastructure memberi manfaat lintas sektor dan memerlukan pendanaan multi-tahun. 

Outcome berupa pengurangan waktu, fraud, dan akses. 

Cybersecurity bukan tambahan akhir. Risk-based investment dan incident reserve diperlukan. Serangan 

dapat menciptakan kewajiban besar. 

D. Anggaran Riset, Inovasi, dan Pendidikan Tinggi 

Riset memiliki ketidakpastian dan horizon panjang, sehingga sulit bersaing dengan program hasil cepat. 

Namun tanpa riset, negara bergantung teknologi luar. Portfolio harus menerima sebagian kegagalan. 

Pendanaan kompetitif mendorong merit tetapi biaya proposal tinggi dan dapat terkonsentrasi pada institusi 

besar. Base funding serta capacity untuk daerah perlu. 

Priority research agenda dapat menyelaraskan kebutuhan, tetapi academic freedom menjaga penemuan. 

Balance mission-oriented dan investigator-driven. 

Infrastruktur riset membutuhkan maintenance dan technician, bukan hanya alat. Shared facility 

meningkatkan utilization. 

Evaluasi riset tidak hanya publikasi, tetapi knowledge, talent, patent, policy, dan social impact. Jangan 

memaksa semua proyek hasil komersial. 

E. Anggaran Kebudayaan, Identitas, dan Kohesi Sosial 

Kebudayaan sering memperoleh prioritas rendah karena manfaat ekonomi sulit diukur. Padahal bahasa, 

seni, warisan, dan komunitas membentuk identitas serta kohesi. 

Belanja kebudayaan dapat menjadi proyek simbolik elite. Community participation dan diversity penting. 

Pemeliharaan lebih penting daripada event sekali. 

Creative economy menghubungkan budaya dengan pasar, tetapi nilai nonkomersial tetap perlu 

perlindungan. Tidak semua warisan harus profitable. 

Desentralisasi budaya memberi ruang lokal, namun standar konservasi dan pendanaan berbeda. Dana abadi 

dapat membantu. 

Anggaran budaya juga mendukung diplomasi dan pendidikan. Outcome perlu kombinasi akses, pelestarian, 

partisipasi, dan ekonomi. 
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F. Anggaran untuk Lansia dan Perubahan Demografi 
Penuaan penduduk akan mengubah prioritas pensiun, kesehatan, care, perumahan, dan transportasi. 

Anggaran saat ini perlu menyiapkan sistem sebelum tekanan besar. 

Program lansia tersebar dan keluarga menanggung banyak. Long-term care financing menjadi isu. Pilihan 

antara pajak, kontribusi, asuransi, dan keluarga bersifat politik. 

Pensiun ASN serta jaminan sosial menciptakan kewajiban jangka panjang. Actuarial projection perlu 

terbuka. 

Age-friendly infrastructure memberi manfaat lebih luas. Prevention dan active ageing mengurangi biaya. 

Intergenerational debate harus menghindari konflik. Investasi anak dan perlindungan lansia sama-sama 

penting; desain fiskal membagi adil. 

G. Mengembangkan Budaya Fiskal dalam Organisasi 

Budaya fiskal berarti setiap pimpinan merasa sebagai steward, bukan pemilik pagu. Unit memahami bahwa 

penghematan dapat digunakan bagi tujuan bersama. Kepercayaan antara pusat dan unit penting. 

Pelatihan PFM sering teknis. Pemimpin perlu memahami trade-off, risk, procurement, dan outcome. 

Kompetensi fiskal adalah kompetensi manajemen. 

Rapat anggaran harus membahas keputusan, bukan hanya format. Data ringkas dan pre-read meningkatkan. 

Devil's advocate menguji. 

Reward dapat diberikan pada perbaikan outcome dan saving yang berkualitas. Namun target saving 

mekanis mendorong underdelivery. 

Budaya terbentuk dari teladan: pimpinan yang menolak belanja simbolik, mengakui ketidakpastian, dan 

menindak konflik. Sistem serta nilai harus sejalan. 

Pernyataan Penutup Menyeluruh 
Anggaran negara adalah mekanisme yang menghubungkan cita-cita konstitusi dengan tindakan harian 

pemerintahan. Tanpa anggaran, prioritas hanyalah pernyataan. Tanpa politik yang bertanggung jawab, 

anggaran menjadi alat kepentingan. 

Perebutan prioritas adalah sesuatu yang wajar karena masyarakat plural. Yang tidak wajar adalah keputusan 

tanpa jejak, manfaat privat tersembunyi, atau program yang kebal evaluasi. Transparansi mengubah 

perebutan menjadi deliberasi. 

Ruang fiskal Indonesia harus dijaga sekaligus digunakan. Menjaga tanpa investasi menghasilkan stagnasi; 

menggunakan tanpa disiplin menghasilkan krisis. Kebijakan fiskal memerlukan keseimbangan dinamis. 

Setiap prioritas besar perlu dilihat sebagai komitmen multi-tahun. Anggaran tahun pertama bukan seluruh 

biaya. SDM, operasi, pemeliharaan, dan kewajiban harus dihitung. 

Politik anggaran yang adil memberi perhatian pada kelompok yang tidak memiliki lobby: anak, generasi 

masa depan, lingkungan, warga terpencil, dan pekerja informal. Institusi mewakili kepentingan yang 

suaranya lemah. 
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Evidence tidak menggantikan nilai, tetapi membantu memilih cara terbaik mencapai nilai. Program dengan 

tujuan mulia tetap harus diuji. Kegagalan desain dapat merugikan penerima yang ingin dibantu. 

Partisipasi publik bukan sekadar legitimasi. Warga memiliki pengetahuan mengenai akses dan kualitas. 

Namun partisipasi harus diberi informasi biaya agar menjadi prioritisasi. 

DPR dan pemerintah memerlukan kemampuan analitis yang setara. Ketimpangan informasi mengurangi 

checks. Budget office, data, dan staff professional merupakan investasi demokrasi. 

Pengadaan dan implementasi adalah tempat janji diuji. Anggaran yang disahkan belum menjadi layanan. 

Contract, logistics, frontline, dan monitoring menentukan. 

Evaluasi harus memiliki konsekuensi. Tanpa perubahan alokasi atau desain, evaluasi hanya dokumen. 

Sistem perlu berani scale, redesign, dan stop. 

Indonesia 2045 membutuhkan anggaran yang mampu mengelola transformasi besar sekaligus kejutan. 

Adaptive capacity, buffer, dan long-term vision harus dibangun sekarang. 

Politik anggaran yang bermutu akhirnya diukur dari kehidupan: apakah anak belajar, warga sehat, pekerjaan 

produktif, lingkungan terjaga, dan institusi dipercaya. Angka adalah sarana untuk hasil tersebut. 

Dengan demikian, perebutan prioritas pembangunan perlu diarahkan oleh satu prinsip sederhana: sumber 

daya publik harus dialokasikan melalui proses yang sah, adil, berbukti, dapat dilaksanakan, dan terbuka 

terhadap koreksi. 

Ketika prinsip tersebut menjadi praktik, anggaran bukan lagi sekadar meja negosiasi elite. Ia menjadi 

musyawarah nasional mengenai masa depan bersama. 

Suplemen: Dua Belas Kaidah Pengambilan Keputusan Anggaran 

Kaidah 1 - Mulai dari Masalah, Bukan Program 
Pengambil keputusan perlu memulai dari diagnosis masalah dan kelompok terdampak. Program lama, nama 

proyek, atau teknologi tidak boleh mendahului pertanyaan mengenai sebab. Dengan cara ini, alternatif 

regulasi, tata kelola, atau koordinasi dapat dipertimbangkan sebelum meminta anggaran baru. 

Kaidah 2 - Bedakan Kebutuhan, Permintaan, dan Hak 

Kebutuhan sosial luas, permintaan politik dipengaruhi organisasi, sedangkan hak memiliki dasar 

konstitusional atau hukum. Ketiganya saling berhubungan tetapi tidak identik. Anggaran harus menjamin 

minimum hak, menilai kebutuhan, dan mengelola permintaan secara terbuka. 

Kaidah 3 - Hitung Biaya Penuh 

Biaya program tidak berhenti pada pembangunan atau penyaluran pertama. Operasi, pemeliharaan, 

pegawai, data, pengawasan, bunga, kompensasi, dan penghentian perlu dihitung. Program murah pada 

tahun pertama dapat menjadi mahal dalam satu dekade. 
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Kaidah 4 - Bandingkan Alternatif 
Setiap usulan penting harus dibandingkan dengan sedikitnya dua alternatif, termasuk tidak melakukan atau 

memperbaiki program yang ada. Perbandingan tidak hanya biaya, tetapi kecepatan, risiko, distribusi, dan 

reversibilitas. 

Kaidah 5 - Prioritaskan Readiness 
Program yang secara konsep baik tetapi belum siap dapat menghasilkan penyerapan buruk atau kualitas 

rendah. Readiness mencakup desain, data, lahan, aturan, SDM, pengadaan, dan institusi. Anggaran dapat 

diberikan bertahap berdasarkan milestone. 

Kaidah 6 - Lindungi Pemeliharaan 

Aset publik kehilangan nilai ketika pemeliharaan dikalahkan proyek baru. Asset register, condition 

assessment, dan minimum maintenance plan perlu menjadi bagian pagu. Pemeliharaan yang tidak terlihat 

secara politik harus dilindungi secara manajerial. 

Kaidah 7 - Uji Dampak Distribusi 
Rata-rata manfaat dapat menyembunyikan kerugian kelompok tertentu. Analisis menurut pendapatan, 

wilayah, gender, usia, disabilitas, dan generasi membantu. Kompensasi atau redesign mungkin diperlukan. 

Kaidah 8 - Kelola Konflik Kepentingan 

Pihak yang mengusulkan, menilai, memilih vendor, dan mengevaluasi sebaiknya tidak seluruhnya sama. 

Kepentingan bisnis, keluarga, organisasi, atau politik yang relevan perlu diungkap. Recusal dan review 

independen menjaga kepercayaan. 

Kaidah 9 - Gunakan Pilot secara Cerdas 
Pilot berguna ketika ketidakpastian tinggi dan program dapat diuji. Pilot bukan alasan menunda hak 

mendesak atau menghindari keputusan. Desain pilot harus memiliki pertanyaan, sampel, waktu, data, dan 

kriteria scale-up. 

Kaidah 10 - Sediakan Jalan Keluar 

Program baru perlu memiliki sunset atau review date, kriteria penghentian, dan rencana bagi penerima serta 

pegawai. Tanpa jalan keluar, program sementara menjadi permanen. Exit yang baik menjaga kontinuitas 

kebutuhan melalui alternatif. 

Kaidah 11 - Jelaskan Keputusan 

Keputusan anggaran harus dapat dijelaskan kepada publik dengan bahasa sederhana: masalah, pilihan, 

biaya, penerima, risiko, dan indikator. Penjelasan satu halaman memaksa ketajaman dan mengurangi ruang 

jargon. 

Kaidah 12 - Belajar dari Hasil 

Pelaporan bukan akhir. Hasil dan temuan audit harus mengubah desain, kapasitas, atau alokasi. Organisasi 

yang belajar membedakan kesalahan jujur, kelemahan sistem, dan penyimpangan, lalu memberi respons 

yang proporsional. 
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Epilog Singkat 
Politik anggaran adalah ujian apakah demokrasi mampu mengubah perbedaan menjadi keputusan yang 

produktif. Warga tidak harus sepakat pada semua prioritas, tetapi perlu percaya bahwa prosesnya adil dan 

hasilnya diperiksa. 

Ketika anggaran dibaca hanya sebagai tabel, dimensi manusia hilang. Ketika dibaca hanya sebagai slogan, 

disiplin hilang. Keduanya harus dipertemukan melalui manajemen publik yang berbukti dan politik yang 

bertanggung jawab. 

Negara yang matang tidak diukur dari kemampuan membelanjakan sebanyak mungkin, melainkan dari 

kemampuan memilih secara bijaksana, melaksanakan secara profesional, dan memperbaiki secara jujur. 

Dengan prinsip tersebut, perebutan prioritas pembangunan dapat menjadi sumber inovasi dan representasi, 

bukan sekadar kompetisi memperoleh pagu. Anggaran pun menjadi sarana nyata untuk mewujudkan 

kemakmuran rakyat. 


